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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2026 ini merupakan
instrumen penting dan dokumen perencanaan tahunan yang bersifat operasional. Renja
Perangkat Daerah disusun sebagai pedoman utama dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi (Nama Perangkat Daerah).

Penyusunan Renja ini memiliki kedudukan strategis sebagai penjabaran tahunan
dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah [Nama Perangkat
Daerah] periode 2025-2029 dan merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Renja-PD ini disusun sebagai panduan kerja tahunan Perangkat Daerah dan telah
melalui serangkaian proses penyusunan diantaranya (1) Persiapan Penyusunan, (2)
Penyusunan Rancangan Awal, (3) Penyusunan Rancangan, (4) Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, serta (5) Perumusan Rancangan Akhir.

Dokumen ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan tingkat Perangkat Daerah dengan perencanaan yang lebih luas, yaitu
keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen Renstra-PD, dengan Renja
Kementerian/Lembaga (Renja K/L), dan Renja provinsi/kabupaten/kota terkait.

Gambar 1.1
Hubungan Antara Renja-PD dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Jangka Panjang | Jangka Menengah | Jangka Pendek | Pemerintah
‘ Renstra K/L }—» ‘ Renja K/L ‘ K/L
L) [ |
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k4 h A i
‘ RPIP Daerah }_, RPIM Daerah }_, ‘ RKPD ‘ Daerah
&
‘ Renstra OPD }_. ‘ Renja OPD ‘ OFD

Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh sumber daya, program, kegiatan, dan
subkegiatan dapat diarahkan secara efektif dan efisien untuk mencapai sasaran dan
target kinerja yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala

Daerah.




1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) [Nama Perangkat Daerah] Tahun [Tahun

Perencanaan] didasarkan pada peraturan perundang-undangan, antara lain:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang—Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);




8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 nomor 1419)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang
Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;

Peraturan Gubernur No. 36 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2025- 2045 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024
Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 1 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Indragiri Hilir;

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 5 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2025
Nomor 5);

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organsasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir (Berita
Daerah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 70 );
Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Darah Tahun 2025-2029;

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 59 Tahun 2025 Tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.




1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renja-PD adalah menyediakan dokumen perencanaan
tahunan Perangkat Daerah yang definitif dan final, yang menjadi pedoman operasional
dan alat pengendalian bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
serta sebagai dasar penyusunan RKA Perangkat Daerah.
Sementara tujuan penyusunan Renja-PD ini adalah sebagai berikut :

1) Menjabarkan dan menterjemahkan sasaran dan indikator kinerja Renstra Perangkat
Daerah ke dalam rencana program, kegiatan, dan subkegiatan tahunan yang lebih
terperinci.

2) Memastikan keselarasan (koordinasi dan konsistensi) antara Rencana Kerja
Perangkat Daerah dengan RKPD Tahun 2026.

3) Menyediakan tolok ukur kinerja tahunan dalam rangka mencapai sasaran strategis
Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra-PD.

4) Menjamin ketersediaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang efektif dan
efisien untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan
Dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses
penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat
Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja
K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses
penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan
daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja

Perangkat Daerah.




1.4

Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta

susunan garis besar isi dokumen

BAB Il. HASIL EVALUASI RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah

memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat
Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-
1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu
penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian Kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008.

Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Menyajikan identifikasi dan analisis mendalam terhadap isu-isu krusial yang
mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah untuk
menghasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam
perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses peninjauan ulang (review) yang dilakukan
oleh Perangkat Daerah terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk memastikan bahwa usulan program, kegiatan, dan
subkegiatan yang dirumuskan oleh Perangkat Daerah telah selaras dengan
arah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rancangan Awal
RKPD.

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian yang dilakukan Perangkat Daerah terhadap usulan

program/kegiatan yang diajukan oleh berbagai pemangku kepentingan.




BAB I1l. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Uraian penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas
pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting
penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

Menyajikan penjelasan naratif mengenai program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada tahun perencanaan untuk
memberikan konteks dan justifikasi terhadap rumusan program dan kegiatan

yang diusulkan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rencana program, kegiatan, dan sub-kegiatan beserta indikator kinerja dan

alokasi pendanaan tahun 2026.
BAB V. PENUTUP

Menyajikan uraian penutup, berupa catatan penting, kaidah pelaksanaan, dan

rencana tindak lanjut.




BAB |1
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menetapkan landasan analitis bagi perumusan rencana kerja tahun berjalan
dengan menyajikan hasil evaluasi kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber
Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun sebelumnya (2024) dan tahun berjalan
(2025). Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan
program dan kegiatan, mengidentifikasi isu-isu kritis, serta merumuskan rekomendasi
strategis yang mengarahkan perencanaan tahun 2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Perangkat Daerah

Sub Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan 2025, yang

mengacu pada APBD tahun berjalan. Tujuan utama dari evaluasi ini adalah

mengaitkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat

Daerah tahun-tahun sebelumnya dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Review hasil evaluasi ini mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat

Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Untuk menetapkan landasan data yang kuat terhadap perumusan isu-isu penting,

[Nama Perangkat Daerah] menyajikan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah Tahun Lalu (Tahun 2024) dan Perkiraan Capaian Kinerja hingga

Tahun Berjalan (Tahun 2025). Evaluasi ini mengukur secara terperinci tingkat

keberhasilan setiap Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Perangkat Daerah, serta menghitung persentase pencapaian terhadap target Renstra.

Hasil komparasi ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja

(performance gap) yang akan dianalisis lebih lanjut pada subbab berikutnya.

Tabel berikut menampilkan Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja

Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (tahun

berjalan) :

11-1



Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025

Perkiraan Realisasi
Target Target dan Realisasi Kinerja Capaian Target
Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Renstra
Capaian Realisasi Kegiatan Tahun Lalu (2024) Target Perangkat Daerah s/d
Program Target Program/ tahun berjalan
/ Kinerja Hasil Kegiatan/ Realisasi
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Indikator Kinerja Program Kegiatan | Program dan Sub Capaian
Kode Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub (outcomes)/ Kegiatan dan / Sub Keluaran Tarset Realisas Kegiatan Program/ Tingkat
Kegiatan Sub Kegiatan (output) Kegitan Kegiatan/Su R g N i Renia- Tingkat (Renja Kegiatan/ | Capaian
(Renstra b Kegiatan enja 1Rema Realisas PD) Sub Realisas
PD PD . . .
PD) s/d dengan tahun tahun i Tahun Kegiatan i Target
Tahun tahun 2023 (2024) (2024) (%) 2026) s/d tahun | Renstra
2024- berjalan (%)
2026 (tahun
2025)
8= _ 11=
() ) 3) “) 5) ©) @ |7e00 | @ | U050 a0/t
) 0)
5.03.01 1
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
5.03.01.2.01 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Persentase Perencanaan
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja dan pelaporan kinerja
Kinerja Perangkat Daerah yang disusun Sesuai standar
(Dengan Satuan:Persen)
5.03.01.2.01.01 1.1.1 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen 15 5 5 100 5 10 66,67
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Perencanaan Perangkat | Daerah (Dengan
Daerah Satuan:Dokumen)
5.03.01.2.01.07 1.1.2 | Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi 18 6 6 100 6 12 66,67
Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah
Daerah (Dengan Satuan Laporan)




5.03.01.2.02 1.2 | Kegiatan Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah Persentase
Pelaporan Keuangan yang
disusun sesuai standar
(Dengan Satuan:Persen)
5.03.01.2.02.01 1.2.1 | Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Menerima 43 40 40 100 40 40 93,02
Penyediaan Gaji dan Gaji Tunjangan ASN (Dengan
Tunjangan ASN Satuan Orang/Bulan)
5.03.01.2.05 1.3 | Kegiatan Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase ASN yang
mengikuti Sosialisasi dalam
rangka Pengembangan
Kompetensi (Dengan
Satuan:Persen)
5.03.01.2.05.07 1.3.1 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil 6 2 2 100 4 6 100,00
Pemulangan Pegawai Pemulangan Pegawai yang
yang Meninggal dalam Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas Melaksanakan Tugas (Dengan
Satuan:Laporan)
5.03.01.2.05.10 1.3.2 | Sub Kegiatan Sosialisasi | Jumlah Orang yang Mengikuti 750 250 250 100 100 350 46,67
Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan
Undangan Perundang-Undangan
(Dengan Satuan:Orang)
5.03.01.2.06 1.4 | Kegiatan Administrasi Umum Persentase Sarana Prasarana
Perangkat Daerah administrasi perkantoran
dalam kondisi baik (Dengan
Satuan:Persen)
5.03.01.2.06.01 1.4.1 | Sub Kegiatan Jumlah Paket Komponen 12 4 4 100,00 1 5 41,67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Instalasi Bangunan Kantor yang
Listrik/Penerangan Disediakan (Dengan
Bangunan Kantor Satuan:Paket)
5.03.01.2.06.02 1.4.2 Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan 30 10 10 100 4 14 46,67
Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor yang
dan Perlengkapan disediakan (Dengan
Kantor Satuan:Paket)
5.03.01.2.06.04 1.4.3 | Sub Kegiatan Jumlah Paket Bahan Logistik 48 18 18 100 3 21 43,75

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Kantor yang Disediakan
(Dengan Satuan:Paket)




5.03.01.2.06.05 1.4.4 | Sub Kegiatan Jumlah Paket Barang Cetakan 18 100 6 12 66,67
Penyediaan Barang danPenggandaan yang
Cetakan dan Disediakan (Dengan
Penggandaan Satuan:Paket)
5.03.01.2.06.06 1.4.5 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Bahan 3 100 12 2 66,67
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
Perundang-undangan Disediakan (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.03.01.2.06.09 1.4.6 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan 12 100 12 16 133,33
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi
Konsultasi SKPD SKPD (Dengan
Satuan:Laporan)
5.03.01.2.07 1.5 | Kegiatan Pengadaan Barang Persentase Pemenuhan
Milik Daerah Penunjang Urusan Sarana dan Prasarana
Pemerintah Daerah Pendukung Kinerja Perangkat
Daerah (Dengan
Satuan:Persen)
5.03.01.2.07.02 1.5.1 | Sub Kegiatan Jumlah Unit Kendaraan Dinas 3 0 0 0 0,00
Pengadaan Kendaraan Operasional atau Lapangan
Dinas Operasional atau yang disediakan (Dengan
Lapangan Stuan:Unit)
5.03.01.2.08 1.6 | Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase ketersediaan jasa
Penunjang Urusan Pemerintahan | Penunjang Operasional
Daerah Kantor (Dengan
Stuan:Persen)
5.03.01.2.08.01 1.6.1 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan 6 100 2 4 66,67
Penyediaan Jasa Surat Jasa Surat Menyurat (Dengan
Menyurat Satuan:Laporan)
5.03.01.2.08.02 1.6.2 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan 6 100 2 4 66,67
Penyediaan Jasa Jasa Komunikasi, Sumber
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang
Daya Air dan Listrik Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)
5.03.01.2.08.04 1.6.3 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan 6 100 2 4 66,67
Penyediaan Jasa Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pelayanan Umum yang Disediakan (Dengan
Kantor Satuan:Laporan)
5.03.01.2.09 1.7 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Persentase Sarana dan

Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Prasarana Pendukung Kinerja
Perangkat Daerah yang
terpelihara dengan baik
(Dengan Satuan:Persen)




5.03.01.2.09.02 1.7.1 | Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Dinas 102 35 35 100 35 70 68,63
Penyediaan Jasa Jabatan/Operasional/Lapang
Pemeliharaan, Biaya an yang dipelihara dan
Pemeliharaan, Pajak, dibayartkan perizinannya
dan Perizinan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan
5.03.01.2.09.06 1.7.2 | Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin 138 48 48 100 35 83 60,14
Pemeliharaan Peralatan | Lainnya yang Dipelihara
dan Mesin Lainnya (Dengan Satuan:Unit)
5.03.01.2.09.09 1.7.3 | Pemeliharaan/Rehabilit | Jumlah Gedung Kantor dan 3 1 0 0 1 1 33,33
asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
(Dengan Satuan:Unit)
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
5.03.02.2.01 2.1 | Kegiatan Pengadaan, Persentase Pemenuhan
Pemberhentian dan Informasi Kebutuhan ASN yang diangkat
Kepegawaian ASN melalui Seleksi Pengadaan
ASN (Dengan Satuan:Persen)
5.03.02.2.01.04 2.1.1 | Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil 6 2 2 100 2 4 66,67
Pengadaan ASN dan Evaluasi Pengadaan ASN
Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan)
5.03.02.2.01.06 2.1.2 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 6 2 2 100 2 4 66,67
Koordinasi Pelaksanaan | kegiatan Koordinasi
Administrasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian Pemberhentian (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.01.08 2.1.3 | Sub Kegiatan Fasilitasi Jumlah Lembaga Profesi ASN 3 1 1 100 1 2 66,67
Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi (Dengan
Satuan:Lembaga)
5.03.02.2.01.11 2.1.4 | Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 6 2 2 100 2 4 66,67
Pengelolaan Data Pengelolaan Data
Kepegawaian Kepegawaian (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.01.12 2.1.5 | Sub Kegiatan Evaluasi Jumlah Laporan Hasil 6 2 2 100 2 4 66,67

Data, Informasi dan
Sistem Informasi
Kepegawaian

Evaluasi Data, Informasi dan
Sistem Informasi
Kepegawaian (Dengan
Satuan:Laporan)




5.03.02.2.02 2.2 | Kegiatan Mutasi dan Promosi Persentase aparatur yang
ASN menjabat sesuai dengan
syarat kompetensi
jabatannya (Dengan
Satuan:Persen)
5.03.02.2.02.01 2.2.1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 6 2 2 100 2 4 66,67
Pengelolaan Mutasi ASN | Pelaksanaan Mutasi Jabatan
Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi ASN
antar Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.02.02 2.2.2 | Sub Kegiatan Jumlah Pengelolaan Kenaikan 6 2 2 100 6 8 133,33
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (Dengan
Pangkat ASN Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.03 2.3 | Kegiatan Pengembangan Persentase Penyelenggaraan
Kompetensi ASN Pengembangan Kopetensi
ASN (Dengan Satuan:Persen)
5.03.02.2.03.01 2.3.1 | Sub Kegiatan Jumlah ASN yang Meningkat 380 150 150 100 110 260 68,42
Peningkatan Kapasitas Kapasitasnya (Dengan
Kinerja ASN Satuan:Orang)
5.03.02.2.03.04 2.3.2 | Sub Kegiatan Jumlah ASN yang 390 150 150 100 100 250 64,10
Pengelolaan Pendidikan | Mendapatkan Pendidikan
Lanjutan ASN Lanjutan (Dengan
Satuan:Orang)
5.03.02.2.04 2.4 | Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Persentase ASN yang
Kinerja Aparatur memiliki Kinerja Baik
(Dengan Satuan:Persen)
5.03.02.2.04.02 2.4.1 Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil 6 2 2 100 2 4 66,67
Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Penilaian dan
dan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Aparatur
Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.04.04 2.4.2 | Sub Kegiatan Jumlah ASN yang Diberikan 700 260 255 98,08 210 465 66,43
Pengelolaan Pemberian | Penghargaan (Dengan
Penghargaan Bagi Satuan:Orang)
Pegawai
5.03.02.2.04.08 2.4.3 | Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil 12 4 4 100 3 7 58,33
Pengelolaan Pengelolaan Penyelesaian
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Pelanggaran Disiplin
ASN

(Dengan Satuan:Laporan)




5.04.02

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER

DAYA MANUSIA

5.04.02.2.01

31

Kegiatan Pengembangan
Kompetensi Teknis

Persentase ASN yang
mengikuti Pendidikan dan
Pelatihan Teknis (Dengan
Satuan:Persen)

5.04.02.2.01.03

3.1.1 | Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan pilihan
bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan
Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan
Umum

Jumlah ASN yang Mengikuti
Pengembangan Kompetensi
(Dengan Satuan:Orang)

48

20

16

100

12

28

58,33

5.04.02.2.02

3.2

Kegaiatan Sertifikasi,
Kelembagaan, Pengembangan
Kompetensi Manajerial dan
Fungsional

Persentase ASN yang
Mengikuti Pengembangan
Kompetensi (Dengan
Satuan:Persen)

5.04.02.2.02.07

3.2.1 | Sub Kegiatan
Penyelenggaraan
Pengembangan
Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan
Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan

Jumlah Laporan Hasil
Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan
Prajabatan (Dengan
Satuan:Laporan)

12

100

50,00




Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan
menunjukkan dinamika capaian kinerja yang bervariasi. Setiap indikator memiliki
tingkat keberhasilan yang berbeda, dipengaruhi oleh karakteristik kegiatan, kondisi
sumber daya, serta faktor teknis maupun nonteknis di lapangan. Hasil evaluasi
menunjukkan bahwa sebagian indikator mampu direalisasikan sesuai target, bahkan
bisa terdapat indikator yang melampaui target yang telah ditetapkan. Namun demikian,
masih terdapat indikator yang belum mencapai target sehingga memerlukan analisis
lebih lanjut terhadap penyebab dan langkah tindak lanjutnya.

Berikut ini disajikan uraian capaian kinerja yang diklasifikasikan ke dalam tiga
kategori, yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota dengan Kegiatan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
terdapat Sub Kegaiatan yang tidak memenuhi target Kkinerja yaitu
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dimana target
kinerja yang ingin di capai adalah 1 unit namun tidak dapat dilaksanakan. Ini
disebabkan oleh adanya rasionalisasi terhadap anggaran pada sub kegiatan
tersebut

2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kab/Kota, Program Kepegawaian
Daerah serta Program Pendidikan dan Pelatihan telah memenuhi target kinerja.
Begitu juga kegiatan-kegiatan yang ada dalam program tersebut meskipun ada 1
sub kegiatan yang belum memnubhi target akibat adanya rasionalisasi anggaran
sehingga tidak dapat dilaksanakan tetapi secara umum pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan telah memenuhi target Kkinerja yang telah
ditetapkan.

3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja
Pada Program Kepegawaian Daerah dengan Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN
terdapat Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu ada Sub Kegiatan
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN dimana target kinerja yang ingin di capai
adalah 2 dokumen dengan realisasi 6 dokumen. Ini disebabkan karena adanya
perubahan regulasi terhadap pengelolaan kenaikan pangkat ASN 6 kali dalam 1

tahun.
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Pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan dalam Renja tahun berjalan
memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target jangka menengah yang
telah ditetapkan dalam Renstra. Capaian kinerja tahunan menjadi fondasi dan
akumulasi capaian yang menentukan sejauh mana sasaran strategis lima tahunan dapat
direalisasikan.

Secara umum, realisasi Kinerja yang sesuai atau mendekati target Renja akan
memberikan dampak positif berupa:

1. Percepatan pencapaian sasaran Renstra, karena setiap capaian tahunan menjadi
bagian dari progres kumulatif lima tahun.

2. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program melalui konsistensi pencapaian
output dan outcome tahunan.

3. Mengurangi beban pencapaian pada tahun-tahun berikutnya, terutama untuk
indikator yang bersifat bertahap atau berkesinambungan.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kontribusi terhadap isu-isu strategis
dalam dokumen perencanaan jangka menengah.

Namun demikian, apabila terdapat kegiatan atau subkegiatan tertentu yang
belum mencapai target tahunan, kondisi ini dapat menimbulkan konsekuensi terhadap
pencapaian Renstra, antara lain :

1. Berkurangnya capaian kumulatif terhadap indikator kinerja Renstra, sehingga
membutuhkan akselerasi pada tahun berikutnya.

2. Penyesuaian strategi dan alokasi sumber daya, karena ketertinggalan capaian
menuntut intervensi yang lebih intensif.

3. Risiko tidak tercapainya target lima tahunan, apabila ketidaktercapaian renja
bersifat berulang atau terkait faktor-faktor eksternal yang signifikan.

4. Penurunan efektivitas program, terutama bila subkegiatan yang tidak tercapai
merupakan komponen kunci dari rantai Kinerja.

Untuk mengatasi berbagai faktor penyebab ketidaktercapaian target kinerja
pada tingkat program/kegiatan/subkegiatan, diperlukan sejumlah kebijakan dan
langkah strategis dalam proses perencanaan maupun penganggaran. Tindakan ini
bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan Renja pada tahun-tahun berikutnya dapat
kembali berada pada jalur pencapaian sasaran Renstra. Kebijakan dan langkah strategis
yang dapat diambil antara lain :
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. Penguatan Perencanaan Berbasis Kinerja

Melakukan penyempurnaan perumusan indikator, target, dan tolok ukur Kinerja agar
lebih realistis dan selaras dengan kondisi riil, termasuk penajaman analisis
kebutuhan dan prioritas kegiatan sesuai arah kebijakan Renstra.

. Penyesuaian Prioritas Program dan Kegiatan

Mengarahkan alokasi sumber daya pada kegiatan yang memiliki kontribusi
langsung terhadap capaian indikator Renstra, terutama kegiatan/subkegiatan yang
sebelumnya tidak mencapai target namun bersifat strategis.

. Penguatan Koordinasi Antar-Unit/Stakeholder

Membangun mekanisme koordinasi yang lebih intensif antarunit pelaksana, mitra
kerja, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi hambatan teknis
maupun administratif yang berpengaruh pada capaian kinerja.

. Peningkatan Kualitas Penganggaran

Melakukan penajaman pagu anggaran berbasis prioritas, memastikan bahwa setiap
kegiatan memiliki kecukupan pendanaan, serta menghilangkan output yang tidak
mendukung capaian sasaran strategis.

. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Berkala

Mengintensifkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan reviu kinerja secara
triwulanan agar potensi keterlambatan atau ketidaktercapaian dapat diidentifikasi
lebih dini dan segera ditindaklanjuti.

. Penguatan Kapasitas Pelaksana Program

Memberikan dukungan peningkatan kompetensi, bimbingan teknis, atau asistensi
kepada pelaksana kegiatan agar kemampuan perencanaan, pelaporan, dan eksekusi
program semakin optimal.

. Perbaikan Proses Pelaksanaan dan Administrasi

Menyederhanakan prosedur pengadaan, memperbaiki perencanaan waktu
pelaksanaan, serta meningkatkan efisiensi proses agar tidak terjadi keterlambatan
yang berdampak pada capaian output.

. Reuvisi Strategi Pelaksanaan pada Kegiatan yang Tidak Tercapai

Melakukan revisi pendekatan, metode Kkerja, atau model intervensi pada
subkegiatan yang tidak tercapai, termasuk mengadopsi inovasi untuk mempercepat
realisasi pada tahun berikutnya.
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub-bab ini menyajikan analisis terhadap capaian kinerja Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan perkembangan data selama
periode 2020-2024. Analisis dilakukan untuk melihat dinamika kinerja dari tahun ke
tahun, mengukur efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, serta
menilai sejauh mana kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran
pembangunan daerah. Hasil evaluasi ini menjadi landasan dalam merumuskan arah
kebijakan dan prioritas pembangunan pada tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran
dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis kinerja ini dilakukan terhadap pencapaian Kkinerja dari sisi
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sebagai berikut

A. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Pada bagian ini disajikan evaluasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah dalam periode 2024—
2026. Analisis mencakup perkembangan indikator urusan, pencapaian target
tahunan, serta konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang
diperoleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu, bagian ini juga menyoroti faktor pendukung
dan penghambat yang mempengaruhi fluktuasi kinerja selama lima tahun terakhir,
sehingga memberikan gambaran  komprehensif — mengenai  efektivitas

penyelenggaraan urusan perangkat daerah.

Tabel 2.2
Kinerja Penyelenggaraaan Urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi
No Incikator Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun
2024 2025 2026 2024 2025 2026
(€Y (@) (©) 4 (©) 6
El(l)ﬁ[i\;&;l:ase%in%iﬁSDM Kab. Inhil atas UM 3435 3436 NA NA
Nilai AKIP BKPSDM 66,10 66,25 66,80 70,60 70,80 71,00

Cakupan Penunjang Urusan
1 Pemerintah Daerah yang terpenuhi 100 100 100 100 100 100
(Dengan Satuan:Per sen)

Persentase Perencanaan Kinerja dan
11 pelaporan kinerja yang disusun Sesuai 100 100 100 100 100 100
standar (Dengan Satuan: Persen)
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Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

111 Daerah (Dengan Satuan:Dokumen) 5 5 5 5 5 5
Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
112 Perangkat Daerah (Dengan Satuan 5 6 6 5 6 6

Laporan)

Perangkat Daerah Persentase Pelaporan
12 Keuangan yang disusun sesuai standar 100 100 100 100 100 100
(Dengan Satuan:Persen)

Jumlah Orang yang Menerima Gaji

121 Tunjangan ASN (Dengan Satuan 40 45 45 40 45 45
Orang/Bulan)
Persentase ASN yang mengikuti

13 Sosialisasi dalam rangka Pengembangan 100 100 100 100 100 100

Kompetensi (Dengan Satuan:Persen)

Jumlah Laporan Hasil Pemulangan
Pegawai yang Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas (Dengan
Satuan:Laporan)

131

Jumlah Orang yang Mengikuti
132 Sosialisasi Peraturan Perundang- 250 250 250 250 100 0
Undangan (Dengan Satuan:Orang)

Persentase Sarana Prasarana administrasi
14 perkantoran dalam kondisi baik (Dengan 100 100 100 100 100 100
Satuan:Persen)

Jumlah Paket Komponen Instalasi
141 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 4 4 4 1 1
yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)

Jumlah Paket Peralatan dan
142 Perlengkapan Kantor yang disediakan 10 10 10 10 1 12
(Dengan Satuan:Paket)

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor

143 yang Disediakan (Dengan Satuan: Paket)

16 16 14 18 3 12

Jumlah Paket Barang Cetakan
144 danPenggandaan yang Disediakan 6 6 6 6 8 12
(Dengan Satuan:Paket)

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
145 Peraturan Perundang-Undangan yang 1 1 1 1 2 0
Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
146 Koordinasi dan Konsultasi SKPD 2 4 4 4 12 12
(Dengan Satuan:L aporan)

Persentase Pemenuhan Sarana dan
15 Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat 100 100 100 0 0 0
Daerah (Dengan Satuan:Persen)

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
151 Operasional atau Lapangan yang 1 1 1 0 0 0
disediakan (Dengan Stuan:Unit)

Persentase ketersediaan jasa Penunjang

16 Operasional Kantor (Dengan 100 100 100 100 100 100
Stuan: Persen)
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat

161 Menyurat (Dengan Satuan:Laporan) 2 2 2 2 2 2
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)

16.2

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
16.3 Pelayanan Umum Kantor yang 2 2 2 2 2 2
Disediakan (Dengan Satuan:L aporan)

Persentase Sarana dan Prasarana
Pendukung Kinerja Perangkat Daerah
yang terpelihara dengan baik (Dengan
Satuan:Persen)

17 100 100 100 100 100 100

Jumlah Kendaraan Dinas
Jabatan/Operasional/Lapangan yang
dipelihara dan dibayartkan perizinannya
(Dengan Satuan:Unit)

171 35 34 33 35 35 38

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya

172 yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
1.7.3 Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 1 1 0 0 1
(Dengan Satuan:Unit)

Indeks Profesionalitas ASN 58,10 58,12 58,15 74,04 79,59 79,9




Indeks Sistem Merit 2815 290,5 291 311 NA -

Per sentase Peningkatan
2 Profesionalitas ASN (Dengan 100 100 100 100 100 100
Satuan: Per sen)

Persentase Pemenuhan K ebutuhan ASN
21 yang diangkat melalui Seleksi Pengadaan 100 100 100 100 100 100
ASN (Dengan Satuan:Persen)

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi
211 Pengadaan ASN (Dengan 2 2 2 2 2 1
Satuan:Laporan)

Jumlah Dokumen Hasil kegiatan
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi

212 Pemberhentian (Dengan 2 2 2 2 2 175
Satuan:Dokumen)
213 Jumlah Lembaga Profesi ASN yang 1 1 1 1 1 2

Difasilitasi (Dengan Satuan:Lembaga)

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan
214 Data Kepegawaian (Dengan 2 2 2 2 2 0
Satuan:Dokumen)

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data,
215 Informasi dan Sistem Informasi 2 2 2 2 2 0
Kepegawaian (Dengan Satuan:L aporan)

Persentase aparatur yang menjabat sesuai
22 dengan syarat kompetensi jabatannya 80 80 80 80 80 80
(Dengan Satuan:Persen)

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
221 Administrasi, Jabatan Pelaksana dan 2 2 2 2 2 2
Mutasi ASN antar Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)

Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat

222 ASN (Dengan Satuan:Dokumen) 2 2 2 2 6 2
Persentase Penyelenggaraan

23 Pengembangan Kopetensi ASN (Dengan 48 48 48 48 48 48
Satuan:Persen)
Jumlah ASN yang Meningkat

231 K apasitasnya (Dengan Satuan:Orang) 150 120 110 150 148 78
Jumlah ASN yang Mendapatkan

232 Pendidikan Lanjutan (Dengan 150 130 110 150 1 2
Satuan:Orang)

24 Persentase ASN yang memiliki Kinerja 100 100 100 100 100 100

Baik (Dengan Satuan:Persen)

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan
24.1 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 2 2 2 2 2 3
(Dengan Satuan:Dokumen)

Jumlah ASN yang Diberikan

242 Penghargaan (Dengan Satuan:Orang)

260 230 210 255 250 270

Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan
243 Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 4 4 4 4 2 1
(Dengan Satuan:Laporan)

Persentase ASN yang mengikuti
3 Pendidikan dan Pelatihan (Dengan 52 53 54 52 53 54
Satuan: Per sen)

Persentase ASN yang mengikuti
31 Pendidikan dan Pelatihan Teknis 80 80 80 80 80 80
(Dengan Satuan:Persen)

Jumlah ASN yang Mengikuti
311 Pengembangan Kompetensi (Dengan 20 16 12 16 1 10
Satuan:Orang)

Persentase ASN yang mengikuti
32 pengembanagan kompetensi (Dengan 40 40 40 40 40 40
Satuan:Persen)

Jumlah CPNS yang terfasilitasi

mengikuti Diklat Prajabatan

Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan
Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan
Satuan:Laporan)
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Pelaksanaan urusan pemerintahan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir selama periode 2024-2026
menunjukkan capaian kinerja yang beragam. Secara umum, Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mampu melaksanakan sebagian besar
program dan kegiatan sesuai arah kebijakan pembangunan daerah, meskipun
terdapat indikator yang memerlukan perhatian khusus.

Pada indikator kinerja utama, capaian kinerja menunjukkan hasil tinggi dan
bahkan melampaui target. Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN
tercapai dengan angka 74,04 pada tahun 2024 dan angka sementara pada tahun
2025 mencapai 79,59 dari target yang ditetapkan. Sementara Indeks Sistem Merit
dengan target tahun 2024 pada renstra 281,5 tercapai 311. Hal ini terlihat dari
meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian, penyelesaian proses
manajemen ASN yang lebih cepat dan akurat, serta pelaksanaan program
pengembangan kompetensi yang memberikan dampak signifikan terhadap
peningkatan kapasitas aparatur. Keberhasilan ini merupakan hasil dari optimalisasi
sumber daya, peningkatan koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan teknologi
informasi dalam mendukung tata kelola kepegawaian.

Namun demikian, masih terdapat indikator subkegiatan yang menunjukkan
capaian rendah atau belum memenuhi target seperti Indikator pada subkegiatan
Penyediaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan subkegiatan
Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Keterbatasan anggaran
maupun dinamika perubahan regulasi menjadi faktor yang mempengaruhi
ketidaktercapaian tersebut.

Variasi capaian ini memberikan gambaran bahwa secara umum Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah berada pada jalur
yang tepat dalam penyelenggaraan urusan kepegawaian, namun tetap
membutuhkan strategi perbaikan untuk memastikan konsistensi pencapaian target
pada seluruh indikator. Melalui penyempurnaan perencanaan, penguatan kapasitas
kelembagaan, serta peningkatan kualitas layanan berbasis Kkinerja, Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri
Hilir diharapkan mampu mencapai target pembangunan jangka menengah serta
meningkatkan profesionalisme ASN secara berkelanjutan
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B. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Bagian ini menjelaskan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) selama periode
2024-2026 sebagai ukuran utama keberhasilan perangkat daerah dalam
mendukung sasaran pembangunan daerah. Analisis fokus pada pencapaian target,
tren perkembangan kinerja, konsistensi output dan outcome yang dihasilkan, serta
kontribusi IKK terhadap pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Evaluasi
ini memberikan gambaran sejauh mana kinerja perangkat daerah mengalami

peningkatan, stagnasi, atau penurunan selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.4
Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

. L . Realisasi
Indikator Kinerja Kunci Target Renstra PD Capaian

(IKK) 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025* | 2026
(1) ) 3) 4) | () (6)
1. | Rasio Pegawai 240,85 | 65,52 | 70,28 | 70,22 | 70,22 | 70,28
Pendidikan Tinggi dan
Menengah/Dasar
(Tidak termasuk guru
& nakes)

2. | Rasio Pegawai PNS 20,64 | 22,36 | 24,01 | 21,41 | 21,41 | 2401
Fungsional (Tidak
termasuk guru &
nakes)

No Proyeksi

3. | Rasio Jabatan 2,68 | 18,26 | 18,47 | 18,26 | 18,26 | 18,47
Fungsional
bersertifikat
Kompetensi (PNS
tidak termasuk Guru
dan Tenaga
Kesehatan)

Secara umum, capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir
menunjukkan kinerja yang relatif baik dan konsisten. Pada tahun 2024, realisasi
seluruh indikator telah memenuhi bahkan melampaui target Renstra PD, serta
diproyeksikan dapat dipertahankan hingga tahun 2026. Hal ini mencerminkan
upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas dan penataan sumber daya

aparatur secara bertahap dan terarah.
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Realisasi tahun 2024 telah melampaui target, menunjukkan komposisi tingkat
pendidikan ASN yang semakin proporsional. Kondisi ini mencerminkan adanya
perbaikan kualitas pendidikan ASN, baik melalui rekrutmen maupun
pengembangan kompetensi. Proyeksi capaian hingga 2026 relatif stabil, yang
menandakan kebijakan pengelolaan ASN telah berjalan konsisten dan
berkelanjutan.

Capaian indikator ini menunjukkan tren peningkatan positif dan telah
melampaui target tahun 2024. Hal ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan
penguatan jabatan fungsional sebagai tulang punggung Kkinerja organisasi.
Peningkatan rasio ini juga mencerminkan pergeseran ASN ke arah jabatan yang
lebih profesional, spesifik, dan berbasis keahlian.

Realisasi indikator ini jauh melampaui target Renstra 2024, menunjukkan
keberhasilan signifikan dalam peningkatan sertifikasi kompetensi ASN fungsional.
Capaian ini menegaskan komitmen Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia dalam mendorong profesionalisme ASN melalui uji
kompetensi dan sertifikasi. Proyeksi hingga 2026 menunjukkan upaya konsolidasi
dan pemeliharaan kualitas kompetensi ASN.

2.3 lsu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Sub-bab ini memaparkan identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis yang
muncul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai dasar
penyusunan rancangan program, kegiatan, dan sub-kegiatan dalam dokumen Rencana
Kerja (Renja). Permasalahan dan Isu strategis diidentifikasi berdasarkan hasil evaluasi
capaian Kkinerja 2020-2024, analisis hambatan operasional, serta keterkaitannya
dengan target pembangunan daerah dan nasional.
2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan
Perangkat Daerah
Secara umum, capaian Kkinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembanagn Sumber Daya Manusia pada periode 2024-2026 menunjukkan
peningkatan pada beberapa indikator seperti Capaian Indikator Indeks Profesionalitas
ASN adalah 74,04 dari target yang ditetapkan pada renstra yaitu 58,10 dan capaian
sementara pada tahun 2025 sudah menccapai 79,59. Sementara untuk Indeks Sistem
Merit pada tahun 2024 telah tercapai 311 dari target 281,5. Namun, terdapat sejumlah
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aspek kritis yang memerlukan perhatian intensif untuk memastikan efektivitas
penyelenggaraan layanan. Hal kritis tersebut mencakup:
1) Peningkatan kompetensi ASN, khususnya teknis, manajerial, dan digital.
2) Pemetaan dan penataan ASN berbasis kebutuhan riil (Anjab dan ABK).
3) Penguatan sistem manajemen Kkinerja yang terintegrasi dan berbasis data.
4) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam proses kerja dan layanan.
5) Pemerataan distribusi ASN, terutama pada unit layanan dan wilayah prioritas.
6) Penguatan koordinasi dan kolaborasi antar Perangkat Daerah.
7) Penyediaan infrastruktur dan dukungan anggaran yang memadai.
8) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada kepuasan
masyarakat.
2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Perangkat Daerah
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai penunjang urusan

pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, Badan
Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Indragiri Hilir menghadapi
sejumlah permasalahan yang memengaruhi efektivitas kinerja perangkat daerah.
Berdasarkan analisis terhadap gambaran pelayanan, capaian kinerja (IKU, IKK, SPM),
serta kondisi sumber daya yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya, dan dengan
mengacu pada permasalahan pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 sesuai tupoksi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia yaitu " penunjang urusan pemerintahan bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia” maka dapat dirumuskan
Permasalahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia
adalah “Belum Optimalnya Manajemen Aparatur Sipil Negara”.

Untuk merangkum dan memetakan permasalahan pelayanan yang telah diuraikan
secara naratif di atas, berikut disajikan Tabel Perumusan Permasalahan Pelayanan

Perangkat Daerah sebagai berikut :
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Tabel 2.5

Perumusan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

NO

Masalah Pokok

Masalah

Akar Masalah

@)

)

®)

(4)

Belum Optimalnya
Manajemen Aparatur Sipil
Negara

Kompetensi Tekhnis dan
Manajerial ASN belum
optimal sehingga IP ASN
Inhil masih kategori sedang

1. Belum adanya pemetaan
kompetensi ASN yang
komprehensif dan
diperbarui secara berkala

2. Rendahnya frekuensi dan
kualitas pelatihan teknis dan
manajerial

Rendahnya pemanfaatan
potensi daerah sebagai basis
pengembangan kompetensi
ASN

1. Belum optimalnya
kemitraan dengan lembaga
diklat regional dan nasional

2. Keterbatasan anggaran dan

sumberdaya pelatihan

Distribusi ASN belum 1. Pemutakhiran data anjab

merata dan belum dan ABK belum sepenuhnya

sepenuhnya sesuai dengan dilakukan secara berkala

Anjab dan ABK dan menyeluruh

2. Belum optimalnya
koordinasi anatara
BKPSDM dengan PD
terkait kebutuhan riil
pegawai

3. Belum optimalnya sistem
monitoring distribusi ASN
bebrabsis data

4. Faktor geografis dan minat
ASN bekerja diwilayah
terpencil rendah

Sistem Manajemen Kinerja 1. Insfratruktur teknologi

yang belum terintegrasi informasi belum merata dan

secara optimal memadai diseluruh PD
terutama diwilayah
kecamatan

2. Kurangnya literasi didgital
dan pemahaman teknis
sebagian ASN terhadap
sistem e-kinerja

Permasalahan tersebut diatas secara langsung memengaruhi efektivitas pencapaian
visi dan misi kepala daerah, terutama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berkesinambungan. Dampak yang
timbul antara lain:

1) Kinerja ASN belum optimal dan belum merata.

2) Pengembangan kompetensi ASN kurang tepat sasaran.

3) Distribusi ASN tidak seimbang dengan kebutuhan organisasi.
4) Sistem manajemen dan penilaian kinerja belum efektif.

5) Kualitas pelayanan publik belum maksimal dan tidak merata
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Meskipun berbagai permasalahan telah teridentifikasi dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi Perangkat Daerah, dinamika tersebut tidak berdiri sendiri. Setiap hambatan
yang muncul pada dasarnya mencerminkan adanya kesenjangan antara kapasitas
kelembagaan saat ini dengan tuntutan pembangunan daerah yang terus berkembang.
Dalam kerangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, kondisi ini menuntut
Perangkat Daerah untuk tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang bersifat
operasional, tetapi juga mampu membaca arah perubahan lingkungan strategis yang
mempengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Berikut dijabarkan
tantangan yang berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan, serta
peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi dan peningkatan kinerja
Perangkat Daerah :

Tantangan :

1) Kompetensi teknis dan manajerial ASN belum merata.

2) Pemetaan kebutuhan dan pengembangan ASN belum sepenuhnya berbasis data.

3) Distribusi ASN belum seimbang dengan beban kerja dan kebutuhan riil.

4) Keterbatasan anggaran pengembangan SDM dan infrastruktur pendukung.

5) Integrasi sistem manajemen kinerja dan digitalisasi belum optimal.

6) Koordinasi lintas Perangkat Daerah masih perlu diperkuat.

Peluang :

1) Penerapan sistem mangjemen ASN berbasis digital dan dataterintegrasi.

2) Pemanfaatan kerja sama dengan |lembaga pelatihan regional dan nasional.

3) Optimalisasi potensi lokal sebagai dasar pengembangan kompetensi ASN.

4) Reformasi birokras dan kebijakan nasional sebagai pengungkit peningkatan
Kinerja.

5) Penguatan budaya kinerja, inovasi, dan pembel g aran berkelanjutan.

6) Peningkatan kolaborasi antar Perangkat Daerah untuk efisiensi dan inovasi layanan

2.3.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian
dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir
Berdasarkan analisis kondisi internal dan eksternal, serta perumusan

permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan isu Strategis

pada Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia adalah sebagai
berikut :
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1) Masih terbatasnya Pengembangan kompetensi tekhnis dan manajerial ASN,
meskipun tersedia potensi ASN yang cukup besar, sehingga IP ASN belum optimal

2) Belum optomalnya kemitraan dan kolaborasi BKPSDM dengan lembaga diklat
daerah dan regional dalam pengembangan kompetensi ASN

3) Belum meratanya distribusi ASN antar Unit Kerja dan Wilayah serta belum
optimalnya penempatan ASN yang sesuai dengan hasil Anjan dan ABK, meskipun
tersedia jumlah SDM vyang cukup besar sehingga berdampak pada
ketidakseimbangan beban kerja dan efektifitas pelayanan publik.

4) Belum Optimalnya integrasi dan pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian
berbasis digital untuk mendukung Manajemen ASN yang transparan, efisienw dan
akuntabel.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Subbab ini membahas hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD, yang dilakukan
untuk memastikan kesesuaian antara usulan program/kegiatan Perangkat Daerah dengan
hasil analisis kebutuhan aktual. Review ini menjadi bagian penting dalam menjamin bahwa
perencanaan tahunan mampu menjawab isu strategis, kebutuhan pelayanan, serta target
pembangunan daerah secara lebih tepat dan terukur.

Proses review dilakukan dengan membandingkan rumusan program, indikator, target,
lokasi, dan pagu indikatif yang tercantum dalam Rancangan Awal RKPD dengan kebutuhan
riil yang diidentifikasi melalui analisis kinerja, capaian urusan, serta dinamika isu
pembangunan daerah. Dari proses ini diperoleh temuan-temuan penting yang menjadi dasar
penyempurnaan perencanaan, termasuk identifikasi ketidaksesuaian, kekurangan
informasi, kebutuhan penyesuaian pagu, maupun kebutuhan penambahan/rasionalisasi
program dan kegiatan. Melalui review ini diharapkan Rancangan Awal RKPD dapat
diselaraskan dengan kebutuhan aktual serta lebih responsif terhadap perubahan dan
tantangan pembangunan daerah.

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai hasil review tersebut,
Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir
menyajikan perbandingan usulan program, kegiatan, indikator, target, dan kebutuhan
pendanaan antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan internal

Perangkat Daerah sbagaimana tabel berikut :
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Tabel 2.6

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia

Sub Kegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Sub Kegiatan Jumlah Dokumen
Dokumen Perencanaan Tembilahan Perencanaan Perangkat Penyusunan Dokumen Tembilahan Perencanaan Perangkat
Perangkat Daerah Daerah (Dengan Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen) Daerah Satuan:Dokumen)
Sub Kegiatan Evaluasi BKPSDM- Jumlah Laporan Evaluasi 27.694.000 Sub Kegiatan Evaluasi BKPSDM- Jumlah Laporan Evaluasi 10.000.000
Kinerja Perangkat Daerah Tembilahan Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Tembilahan Kinerja Perangkat Daerah
(Dengan Satuan Laporan) Daerah (Dengan Satuan Laporan)

il O ol il N




Sub Kegiatan Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN

BKPSDM-
Tembilahan

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji Tunjangan ASN (Dengan
Satuan Orang/Bulan)

5.064.918.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Gaji dan Tunjangan ASN

BKPSDM-
Tembilahan

Jumlah Orang yang Menerima
Gaji Tunjangan ASN (Dengan
Satuan Orang/Bulan)

4.612.018.100

Sub Kegiatan Pemulangan BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil
Pegawai yang Meninggal Tembilahan Pemulangan Pegawai yang Pemulangan Pegawai Tembilahan Pemulangan Pegawai yang
dalam Melaksanakan Tugas Meninggal dalam yang Meninggal dalam Meninggal dalam
Melaksanakan Tugas (Dengan Melaksanakan Tugas Melaksanakan Tugas (Dengan
Satuan:Laporan) Satuan:Laporan)
Sub Kegiatan Sosialisasi BKPSDM- Jumlah Orang yang Mengikuti 100 75.109.000 Sub Kegiatan Sosialisasi BKPSDM- Jumlah Orang yang Mengikuti 100 -
Peraturan Perundang- Tembilahan Sosialisasi Peraturan Peraturan Perundang- Tembilahan Sosialisasi Peraturan
Undangan Perundang-Undangan Undangan Perundang-Undangan

Sub Kegiatan Penyediaan

BKPSDM-

(Dengan Satuan:Orang)

Jumlah Paket Komponen

Sub Kegiatan Penyediaan

BKPSDM-

(Dengan Satuan:Orang)

Jumlah Paket Komponen

Komponen Instalasi Tembilahan Instalasi Listrik/Penerangan Komponen Instalasi Tembilahan Instalasi Listrik/Penerangan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Disediakan (Dengan Bangunan Kantor Disediakan (Dengan
Satuan:Paket) Satuan:Paket)
Sub Kegiatan Penyediaan BKPSDM- Jumlah Paket Peralatan dan 4 199.566.000 Sub Kegiatan Penyediaan | BKPSDM- Jumlah Paket Peralatan dan 12 135.429.200
Peralatan dan Perlengkapan | Tembilahan Perlengkapan Kantor yang Peralatan dan Tembilahan Perlengkapan Kantor yang
Kantor disediakan (Dengan Perlengkapan Kantor disediakan (Dengan
Satuan:Paket) Satuan:Paket)
Sub Kegiatan Penyediaan BKPSDM- Jumlah Paket Bahan Logistik 3 42.629.000 Sub Kegiatan Penyediaan | BKPSDM- Jumlah Paket Bahan Logistik 12 68.720.000
Bahan Logistik Kantor Tembilahan Kantor yang Disediakan Bahan Logistik Kantor Tembilahan Kantor yang Disediakan

(Dengan Satuan:Paket)

(Dengan Satuan:Paket)




—

Sub Kegiatan Penyediaan BKPSDM- Jumlah Paket Barang Cetakan 6 23.748.000 | Sub Kegiatan Penyediaan | BKPSDM- Jumlah Paket Barang Cetakan 15.311.500
Barang Cetakan dan Tembilahan danPenggandaan yang Barang Cetakan dan Tembilahan danPenggandaan yang
Penggandaan Disediakan (Dengan Penggandaan Disediakan (Dengan
Satuan:Paket) Satuan:Paket)
Sub Kegiatan Penyediaan BKPSDM- Jumlah Dokumen Bahan 1 11.166.000 | Sub Kegiatan Penyediaan | BKPSDM- Jumlah Dokumen Bahan -
Bahan Bacaan dan Tembilahan Bacaan dan Peraturan Bahan Bacaan dan Tembilahan Bacaan dan Peraturan
Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang
undangan Disediakan (Dengan undangan Disediakan (Dengan
Satuan:Dokumen) Satuan:Dokumen)
Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Laporan 12 563.828.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Laporan 305.808.000
Penyelenggaraan Rapat Tembilahan Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Tembilahan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Koordinasi dan Konsultasi
SKPD SKPD (Dengan Konsultasi SKPD SKPD (Dengan
Satuan:Laporan) Satuan:Laporan)

Sub Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas

BKPSDM-
Tembilahan
Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang disediakan (Dengan
Stuan:Unit)

Sub Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional atau
Lapangan

BKPSDM-
Tembilahan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang disediakan (Dengan
Stuan:Unit)

Sub Kegiatan Penyediaan BKPSDM- Jumlah Laporan Penyediaan 3.252.000 | Sub Kegiatan Penyediaan | BKPSDM- Jumlah Laporan Penyediaan 2.000.000
Jasa Surat Menyurat Tembilahan Jasa Surat Menyurat (Dengan Jasa Surat Menyurat Tembilahan Jasa Surat Menyurat (Dengan

Satuan:Laporan) Satuan:Laporan)
Sub Kegiatan Penyediaan BKPSDM- Jumlah Laporan Penyediaan 2 77.129.000 | Sub Kegiatan Penyediaan | BKPSDM- Jumlah Laporan Penyediaan 100.950.000
Jasa Komunikasi, Sumber Tembilahan Jasa Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Tembilahan Jasa Komunikasi, Sumber

DayaAir dan Listrik

Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)

Sumber Daya Air dan
Listrik

Daya Air dan Listrik yang
Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)




Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor

BKPSDM-
Tembilahan

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)

29.571.000

Sub Kegiatan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum
Kantor

BKPSDM-
Tembilahan

Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan (Dengan
Satuan:Laporan)

15.927.500

Sub Kegiatan Penyediaan BKPSDM- Jumlah Kendaraan Dinas 99.733.000 | Sub Kegiatan Penyediaan | BKPSDM- Jumlah Kendaraan Dinas 54.700.000
Jasa Pemeliharaan, Biaya Tembilahan Jabatan/Operasional/L apangan Jasa Pemeliharaan, Biaya | Tembilahan Jabatan/Operasional/L apangan
Pemeliharaan, Pajak, dan yang dipelihara dan Pemeliharaan, Pajak, dan yang dipelihara dan
Perizinan Kendaraan Dinas dibayartkan perizinannya Perizinan Kendaraan dibayartkan perizinannya
Operasional atau Lapangan Dinas Operasional atau
Lapangan
Sub Kegiatan Pemeliharaan BKPSDM- Jumlah Peralatan dan Mesin 18.314.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Peralatan dan Mesin 12.000.000
Peralatan dan Mesin Tembilahan Lainnyayang Dipelihara Pemeliharaan Peralatan Tembilahan Lainnyayang Dipelihara
Lainnya (Dengan Satuan:Unit) dan Mesin Lainnya (Dengan Satuan:Unit)
Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Gedung Kantor dan 148.896.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Gedung Kantor dan 676.919.600
Pemeliharaan/Rehabilitasi Tembilahan Bangunan Lainnyayang Pemeliharaan/Rehabilitas | Tembilahan Bangunan Lainnyayang
Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi i Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi
Bangunan Lainnya (Dengan Satuan:Unit) Bangunan Lainnya (Dengan Satuan:Unit)




—

Sub Kegiatan Evaluasi BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 2 800.403.000 | Sub Kegiatan Evaluasi BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 1 150.000.000
Pengadaan ASN dan Tembilahan Evaluasi Pengadaan ASN Pengadaan ASN dan Tembilahan Evaluasi Pengadaan ASN
Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan) Pengadaan ASN (Dengan Satuan:Laporan)
Sub Kegiatan Koordinasi BKPSDM- Jumlah Dokumen Hasil 2 92.628.000 | Sub Kegiatan Koordinasi BKPSDM- Jumlah Dokumen Hasil 175 9.000.000
Pelaksanaan Administrasi Tembilahan kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Tembilahan kegiatan Koordinasi
Pemberhentian Pelaksanaan Administrasi Administrasi Pelaksanaan Administrasi

Pemberhentian (Dengan Pemberhentian Pemberhentian (Dengan

Satuan:Dokumen) Satuan:Dokumen)
Sub Kegiatan Fasilitasi BKPSDM- Jumlah Lembaga Profesi ASN 1 137.403.000 | Sub Kegiatan Fasilitasi BKPSDM- Jumlah Lembaga Profesi ASN 2 20.000.000
Lembaga Profesi ASN Tembilahan yang Difasilitasi (Dengan Lembaga Profesi ASN Tembilahan yang Difasilitasi (Dengan

Satuan:L embaga) Satuan:L embaga)
Sub Kegiatan Pengelolaan BKPSDM- Jumlah Dokumen Hasil 2 71.573.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Dokumen Hasil 6 -
Data Kepegawaian Tembilahan Pengelolaan Data Pengelolaan Data Tembilahan Pengelolaan Data

Kepegawaian (Dengan Kepegawaian Kepegawaian (Dengan

Satuan:Dokumen) Satuan:Dokumen)
Sub Kegiatan Evaluasi BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 2 201.594.000 | Sub Kegiatan Evaluasi BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 3 -
Data, Informasi dan Sistem Tembilahan Evaluasi Data, Informasi dan Data, Informasi dan Tembilahan Evaluasi Data, Informasi dan
Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Sistem Informasi Sistem Informasi

Kepegawaian (Dengan Kepegawaian Kepegawaian (Dengan

Satuan:Laporan) Satuan:Laporan)

Sub Kegiatan Pengelolaan

BKPSDM-

Jumlah Dokumen Hasil

187.371.000

Sub Kegiatan

BKPSDM-

Jumlah Dokumen Hasil

Mutasi ASN Tembilahan Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pengelolaan Mutasi ASN | Tembilahan Pelaksanaan Mutasi Jabatan

Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan

Administrasi, Jabatan Administrasi, Jabatan

Pelaksana dan Mutasi ASN Pelaksana dan Mutasi ASN

antar Daerah (Dengan antar Daerah (Dengan

Satuan:Dokumen) Satuan:Dokumen)
Sub Kegiatan Pengelolaan BKPSDM- Jumlah Pengelolaan Kenaikan 6 126.561.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Pengelolaan Kenaikan 12 29.000.000
Kenaikan Pangkat ASN Tembilahan Pangkat ASN (Dengan Pengelolaan Kenaikan Tembilahan Pangkat ASN (Dengan

Satuan:Dokumen) Pangkat ASN Satuan:Dokumen)
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Sub Kegiatan Peningkatan BKPSDM- Jumlah ASN yang Meningkat 1.024.871.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah ASN yang Meningkat
Kapasitas Kinerja ASN Tembilahan K apasitasnya (Dengan Peningkatan Kapasitas Tembilahan K apasitasnya (Dengan
Satuan:Orang) Kinerja ASN Satuan:Orang)
Sub Kegiatan Pengelolaan BKPSDM- Jumlah ASN yang 100 477.664.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah ASN yang 2 1.000.000
Pendidikan Lanjutan ASN Tembilahan Mendapatkan Pendidikan Pengelolaan Pendidikan Tembilahan Mendapatkan Pendidikan
Lanjutan (Dengan Lanjutan ASN Lanjutan (Dengan
Satuan:Orang) Satuan:Orang)

Sub Kegiatan Pelaksanaan

BKPSDM-

Jumlah Dokumen Hasil

263.244.000

Sub Kegiatan

BKPSDM-

Jumlah Dokumen Hasil

4.000.000

Penilaian dan Evaluasi Tembilahan Pelaksanaan Penilaian dan Pelaksanaan Penilaian Tembilahan Pelaksanaan Penilaian dan
Kinerja Aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur dan Evaluasi Kinerja Evaluasi Kinerja Aparatur

(Dengan Satuan:Dokumen) Aparatur (Dengan Satuan:Dokumen)
Sub Kegiatan Pengelolaan BKPSDM- Jumlah ASN yang Diberikan 210 222.841.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah ASN yang Diberikan 270 3.000.000
Pemberian Penghargaan Tembilahan Penghargaan (Dengan Pengelolaan Pemberian Tembilahan Penghargaan (Dengan
Bagi Pegawai Satuan:Orang) Penghargaan Bagi Satuan:Orang)

Pegawai

Sub Kegiatan Pengelolaan BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 3 203.514.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 1 8.000.000
Penyelesaian Pelanggaran Tembilahan Pengelolaan Penyelesaian Pengelolaan Tembilahan Pengelolaan Penyelesaian
Disiplin ASN Pelanggaran Disiplin ASN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

(Dengan Satuan:L aporan)

Pelanggaran Disiplin

(Dengan Satuan:L aporan)




Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah ASN yang Mengikuti 367.773.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah ASN yang Mengikuti 10 144.450.000
Penyelenggaraan Tembilahan Pengembangan Kompetensi Penyelenggaraan Tembilahan Pengembangan Kompetensi
Pengembangan Kompetensi (Dengan Satuan:Orang) Pengembangan (Dengan Satuan:Orang)

Teknis Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara
Urusan Pemerintahan
Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan
Urusan Pemerintahan
Umum

Kompetensi Teknis
Umum, Inti, dan pilihan
bagi Jabatan
Administrasi
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 650.892.000 | Sub Kegiatan BKPSDM- Jumlah Laporan Hasil 1.024.420.000
Penyelenggaraan Tembilahan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Tembilahan Penyelenggaraan
Pengembangan Kompetensi Pengembangan Kompetensi Pengembangan Pengembangan Kompetensi
bagi Pimpinan Daerah, bagi Pimpinan Daerah, Kompetensi bagi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Pimpinan Tinggi, Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi,
Jabatan Fungsional, Jabatan Fungsional, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Kepemimpinan, dan Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan
Prajabatan Prajabatan (Dengan Kepemimpinan, dan Prajabatan (Dengan
Satuan:Laporan) Prajabatan Satuan:Laporan)
Jumlah 11.351.804.000 Jumlah 7.807.917.900




2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada subbab ini disajikan hasil penelaahan terhadap berbagai usulan program dan
kegiatan yang disampaikan oleh para pemangku kepentingan. Usulan tersebut berasal
dari kelompok masyarakat yang berhubungan langsung dengan pelayanan Perangkat
Daerah, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, perguruan tinggi, maupun perangkat
daerah lain yang menyampaikan aspirasi melalui mekanisme musrenbang atau kanal
aspirasi lainnya. Penelaahan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap usulan
dievaluasi secara objektif, relevan dengan prioritas pembangunan daerah, serta selaras
dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Proses penelaahan dilakukan melalui kompilasi hasil musrenbang, pengumpulan
masukan dari stakeholder, serta observasi lapangan. Selanjutnya, usulan tersebut
dianalisis kesesuaiannya dengan isu-isu strategis dan kebutuhan pelayanan Perangkat
Daerah, sehingga dapat dipetakan program/kegiatan mana yang layak diakomodir,
ditunda, atau diarahkan untuk ditangani oleh instansi lain yang lebih berwenang.

Tabel berikut memuat daftar usulan program dan kegiatan dari para pemangku
kepentingan yang telah melalui proses penelaahan. Informasi dalam tabel disusun
untuk memberikan gambaran mengenai jenis usulan, lokasi kegiatan, indikator Kinerja
yang relevan, besaran/volume kebutuhan, serta catatan penting yang menjadi
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Catatan tersebut dapat berupa tingkat
urgensi, kesesuaian dengan prioritas daerah, Kketersediaan anggaran, ataupun
rekomendasi tindak lanjut.

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Indragiri Hilir

Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir

Program/ Kegiatan/ Lokasi Indikator Besaran/ Catatan
Sub Kegiatan - Usulan Kinerja \Volume

NIHIL

No
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‘BAB 11
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Subbab ini menjelaskan hasil penelaahan terhadap kebijakan nasional yang relevan
dan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TupoksiBadan Kepegawaian
dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir.

Telaahan terhadap kebijakan nasional ini dimaksudkan sebagai penelaahan yang
menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Proses ini bertujuan
untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang diusulkan oleh Perangkat
Daerah di tahun perencanaan telah mendukung dan selaras dengan agenda strategis
nasional dan program prioritas Pemerintah Pusat. Hasil telaahan ini menjadi dasar untuk
menyesuaikan fokus program Perangkat Daerah agar terjadi sinkronisasi dari tingkat
nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Sebagai acuan utama, Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya
Manusia Kabupaten Indragiri Hilir telah menelaah Prioritas Nasional (PN) yang ditetapkan
dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2026. Kebijakan pembangunan
nasional pada tahun 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2026 diarahkan untuk mendukung tema dan kebijakan RPJMN Tahun 2025 — 2029. Dimana
arah kebijakan RPIJMN teknokratik tahun 2025 — 2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi
Transformasi., dengan prioritas nasional tahun 2026 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Prioritas dan Arah Kebijakan RKP Tahun 2026

NO ASTACITA ARAH KEBIJAKAN 2026
1. | Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, | Penyelenggaraan mangjemen bencana yang
dan hak asasi manusia (HAM) terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan

pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar
Percepatan akselerasi transformasi pemerintah
digital di daerah

Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi
Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi
Pancasila

Penguatan Kualitas Politik dan Demokrasi
Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi
Pancasila
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NO

ASTACITA

ARAH KEBIJAKAN 2026

Memantapkan sistem pertahanan keamanan
negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, energi, air,
ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi
biru

Peningkatan pengelolaan hutan lestari sebagai
sumber  pertumbuhan  baru,  pengentasan
kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan
energi

Penguatan pencapaian Ketahanan Energi

Penyelenggaraan pembangunan daerah sesuai
dengan rencana tata ruang

Peningkatan ketahanan pangan

Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan
Pemerintah Dagerah

Pemenuhan Tata Kelola Kelautan dan Perikanan
yang Berkelanjutan

Peningkatan Produksi Pertanian

Meningkatkan  lapangan  kerja  yang
berkualitas, mendorong  kewirausahaan,
mengembangkan  industri  kreatif, dan
melanjutkan pengembangan infrastruktur

Pemenuhan pemerataan penguasaan tanah dan
pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset
dan akses di daerah

Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan
Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota

Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM

Peningkatan Indeks Pemajuan K ebudayaan (1PK)

Peningkatan Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Nasional

Memperkuat pembangunan sumber daya
manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestas olahraga, kesetaraan
gender, serta penguatan peran perempuan,
pemuda (generasi milenial dan generas Z),
dan penyandang disabilitas.

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan
Minimal (SPM) Bidang Pendidikan

Pemenuhan Kesehatan Untuk Semua

Percepatan Penurunan Kemiskinan Meélalui
Graduas

Peningkatan kinerja pembangunan
ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas
tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan
pekerja

Peningkatan  Kesetaraan ~ Gender,  Peran
Perempuan, dan Perlindungan Anak

Peningkatan kualitas layanan kependudukan dan
pencatatan sipil, serta pemanfaatan data
kependudukan berbasis digital

Penguatan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)
dan Keluarga Berkualitas (IPKK)

Peningkatan kualitas pemuda, budaya olahraga
yang inklusif, dan prestasi olahraga

Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literas
Masyarakat

Melanjutkan hilirisass  dan industrialisasi
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri

Peningkatan Perdagangan melalui Integrasi Rantai
Pasar Domestik dan Global
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NO

ASTACITA

ARAH KEBIJAKAN 2026

Percepatan  pertumbuhan  sektor  industri
pengolahan nonmigas

Peningkatan ketahanan air untuk mendukung
pencapaian swasembada pangan, energi, dan air

Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan
Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/K ota

Pemenuhan Target realisas Penanaman Modal

Membangun dari desa dan dari bawah untuk
pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan

Pemenuhan rumah layak, terjangkau, dan
berkelanjutan

Percepatan Penurunan Kemiskinan Meélalui
Graduasi

Peningkatan kinerja pembangunan
ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas
tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan
pekerja

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk
K esgjahteraan Masyarakat Desa

Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi
menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi

Memperkuat reformasi politik, hukum dan
birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan
penyelundupan.

Percepatan akselerasi transformasi pemerintah
digital di daerah

Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standardisasi
dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
(SSN)

Penguatan keamanan siber dan sandi lingkungan
Pemerintah Daerah

Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi
Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi
Pancasila

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang
harmonis dengan lingkungan, aam, dan
budaya, serta peningkatan toleransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang
adil dan Makmur

Penyelenggaraan mangjemen bencana yang
terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan
pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar

Penguatan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Desa
dan Kelembagaan Desa yang Berdaya Saing untuk
Kesgjahteraan Masyarakat Desa

Peningkatan Indeks Pemajuan K ebudayaan (1PK)

Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literas
Masyarakat

Penguatan Tertib Arsip dan Mengembangkan
Memori Kolektif Bangsa

Peningkatan Kualitas Politik dan Demokrasi
Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi
Pancasila
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3.1.2 Keterkaitan Prioritas Nasional dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
Berdasarkan Prioritas Nasional tersebut, dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) Badan Kepegawaian dan Pengembanagn Sumber Daya Manusia Kabupaten
Indragiri Hilir yang berfokus pada Bidang Kepegawaian agar Terwujudnya Manajemen
Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional, maka Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir memastikan bahwa
program dan kegiatan yang diusulkan akan difokuskan untuk mendukung dan
mengakselerasi pencapaian Prioritas Nasional yang relevan sebagai berikut :
“Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan dengan Arah kebijakan
Percepatan akselerasi transformasi pemerintah digital di daerah”.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini menetapkan Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai oleh Badan
K epegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Tahun 2026. Perumusan ini
bersifat hierarkis dan fungsional, diturunkan dari dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Perangkat Daerah periode 2025-2029, yang sebelumnya telah diselaraskan dengan hasil
analisis isu strategis di Bab II.

Slain itu, Tujuan dan Sasaran tahunan ini telah disinkronkan dan diperkuat oleh Tujuan
dan sasaran serta prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RKPD Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2026. Keterkaitan ini menjamin bahwa semua upaya Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir akan
terarah pada pencapaian sasaran makro daerah yang disepakati, termasuk mengatasi isu-isu
strategis lokal dan mendukung Prioritas Nasional yang relevan

Berikut disajikan matriks Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah untuk Tahun 2026,

yang dilengkapi dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja.
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Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Badan K epegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026

Kinerja Awal | Target Kinerja
Tujuan/Sasaran Indikator Satuan p Tahun TUJuan/S_a saran
erencanaan Renja
(2024) Tahun 2026
1) ) ©) (4) ()
Terwujudnya Manajemen Lo
Aparatur Sipil Negara E(Sjﬁlkipmgesmnahtas Indeks 79,59 79,90
(ASN) yang Profesional
Indeks Profesionalitas
Meningkatnya ASN Dimensi Indeks 20,68 20,72
Kualitas Tata Kelola | Kualifikasi Pendidikan
Manajemen Karier Indeks Profesionalitas
dan Administrasi ASN Dimensi Indeks 29,36 29,75
Kepegawaian yang Kompetensi
Terintegrasi Indeks Profesionalitas
ASN Dimensi Kinerja Indeks 24,56 24,65
Meningkatnya .
Akuntabilitas Kinerja Egaégl\fvg;agzg
Perangkat Daerah Peg Nilai 70,60 71,00
- . Pengembangan
yang Berorientasi .
- Sumberdaya Manusia
pada Hasil

3.3 Program dan Kegiatan
Subbab ini menyajikan penjelasan naratif mengenai Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia pada Tahun Anggaran 2026. Perumusan ini merupakan tindak lanjut
operasional yang wajib menjamin tercapainya Sasaran Perangkat Daerah dan
memanfaatkan alokasi sumber daya secara efektif.
Dalam merumuskan rencana program dan kegiatan, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia mempertimbangkan faktor-faktor strategis berikut:
1) Program yang dipilih wajib mendukung pencapaian Prioritas Nasional, visi dan misi
kepala daerah serta sasaran yang tertuang dalam RKPD.

2) Program diarahkan untuk mendayagunakan potensi ekonomi daerah dan mengatasi
ketertinggalan

3) Penekanan khusus diberikan pada program yang memastikan pencapaian SDGs dan
NSPK yang menjadi kewenangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

4) Program difokuskan pada upaya mengatasi Isu-isu Penting yang timbul dari evaluasi

kinerja tahun lalu
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Pada Tahun Anggaran 2026, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Indragiri Hilir merencanakan pelaksanaan 3 Program yang terurai
menjadi 13 Kegiatan dan 28 Sub Kegiatan yang tersebar dibeberapa Kawan di Kabupaten
Indragiri Hilir dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif yang diperlukan untuk seluruh
rencana kerja adalah sebesar Rp. 7.807.917.900 Kebutuhan ini dirinci lebih lanjut menurut
sumber pendanaannya (APBD Murni, DAK, dll.)

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 dan
Prakiraan Maju Tahun 2027 Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :
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Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026
dan Prakiraan Maju Tahun 2027 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir

Rencana Tahun 2026 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Sg:?goggggj?oyég;né) Catatan
Kode Daersh dan Program/K egiatan/Sub Kegiatan (output) dan Sub . Taget K ebutuhan Dana/Pagu Sumber | Penting Target K ebutuhan Dana/Pagu
Kegiatan Kegiat Lokas Capaian Indikatif Dana Capaian Indikatif
egiatan (output) Kinerja Kinerja
@ @ ©) 4 ©) (6) U] 8 9) (10)
Terwujudnya Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Profesional
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang Berorientasi pada Hasll
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN Per sentase Pemenuhan Tembilahan 100 Rp 6.033.787.900 Dana 100 Rp 7.162.219.952
PEMERINTAHAN DAERAH Kebutuhan Pelayanan Alokasi
KAB/KOTA Administras Perkantoran Umum
(%)
5.03.01.2.01 1.1 | Kegiatan Perencanaan, Persentase Perencanaan Kinerja |  Tembilahan 100 Rp 12.000.000 Dana 100 Rp 23.700.000
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja | dan pelaporan kinerjayang Alokas
Perangkat Daerah disusun Sesuai standar Umum
5.03.01.2.01.01 1.1.1 | SubKegiatan Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan Tembilahan 5 Rp 2.000.000 Dana 5 Rp 3.400.000
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Alokas
Perangkat Daerah Satuan:Dokumen) Umum
5.03.01.2.01.07 1.1.2 | SubKegiatan Evaluas Jumlah Laporan Evaluasi Tembilahan 6 Rp 10.000.000 Dana 6 Rp 20.300.000
Kinerja Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Alokas
(Dengan Satuan Laporan) Umum
5.03.01.2.02 2.1 | Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Tembilahan 100 Rp 4.612.018.100 Dana 100 Rp 4.731.019.952
Perangkat Daerah Pelaporan Keuangan yang Alokas
disusun sesuai standar (Dengan Umum
Satuan:Persen)
5.03.01.2.02.01 2.11 | SubKegiatan Penyediaan Jumlah Orang yang Menerima Tembilahan 45 Rp 4.612.018.100 Dana 45 Rp 4.731.019.952
Gaji dan Tunjangan ASN Gagji Tunjangan ASN (Dengan Alokas
Satuan Orang/Bulan) Umum
5.03.01.2.05 3.1 | Kegiatan Administrasi Persentase ASN yang Tembilahan 100 Rp 20.000.000 Dana 100 Rp 119.800.000
Kepegawaian Perangkat Daerah mengikuti Sosialisasi dalam Alokas
rangka Pengembangan Umum
Kompetens (Dengan
Satuan:Persen)
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5.03.01.2.05.07 3.1.1 | SubKegiatan Pemulangan Jumlah Laporan Hasi| Tembilahan 2 Rp 20.000.000 Dana 2 Rp 99.500.000
Pegawai yang Meninggal Pemulangan Pegawai yang Alokas
dalam Melaksanakan Tugas | Meninggal dalam Umum
Melaksanakan Tugas (Dengan
Satuan:L aporan)
5.03.01.2.05.10 3.1.2 | SubKegiatan Sosialisas Jumlah Orang yang Mengikuiti Tembilahan 0 Rp - Dana 100 Rp 20.300.000
Peraturan Perundang- Sosialisasi Peraturan Alokas
Undangan Perundang-Undangan (Dengan Umum
Satuan:Orang)
5.03.01.2.06 4.1 | Kegiatan Administrasi Umum Persentase Sarana Prasarana Tembilahan 100 Rp 527.272.700 Dana 100 Rp 1.865.000.000
Perangkat Daerah administrasi perkantoran dalam Alokas
kondis baik (Dengan Umum
Satuan:Persen)
5.03.01.2.06.01 4.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Komponen Tembilahan 1 Rp 2.004.000 Dana 1 Rp 3.000.000
Komponen Instalas Instalas Listrik/Penerangan Alokas
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Umum
Bangunan Kantor Disediakan (Dengan
Satuan: Paket)
5.03.01.2.06.02 4.1.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Peket Peralatan dan Tembilahan 12 Rp 135.429.200 Dana 12 Rp 150.000.000
Peralatan dan Perlengkapan | Perlengkapan Kantor yang Alokas
Kantor disediakan (Dengan Umum
Satuan: Paket)
5.03.01.2.06.04 4.1.3 | SubKegiatan Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik Tembilahan 12 Rp 68.720.000 Dana 12 Rp 127.000.000
Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Alokas
(Dengan Satuan:Paket) Umum
5.03.01.2.06.05 4.1.4 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Paket Barang Cetakan Tembilahan 12 Rp 15.311.500 Dana 12 Rp 26.000.000
Barang Cetakan dan danPenggandaan yang Alokas
Penggandaan Disediakan (Dengan Umum
Satuan:Paket)
5.03.01.2.06.06 4.15 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Dokumen Bahan Tembilahan 0 Rp - Dana 0 Rp 10.000.000
Bahan Bacaan dan Bacaan dan Peraturan Alokas
Peraturan Perundang- Perundang-Undangan yang Umum
undangan Disediakan (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.03.01.2.06.09 4.16 | SubKegiatan Jumlah Laporan Tembilahan 12 Rp 305.808.000 Dana 12 Rp 1.549.000.000
Penyelenggaraan Rapat Penyelenggaraan Rapat Alokas
Koordinas dan Konsultas Koordinas dan Konsultas Umum
SKPD SKPD (Dengan
Satuan:L aporan)
5.03.01.2.07 5.1 | Kegiatan Pengadaan Barang Milik Persentase Pemenuhan Sarana Tembilahan 0 Rp - Dana 100 Rp 35.500.000
Daerah Penunjang Urusan dan Prasarana Pendukung Alokas
Pemerintah Daerah Kinerja Perangkat Daerah Umum

(Dengan Satuan:Persen)
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5.03.01.2.07.02 5.1.1 | SubKegiatan Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Tembilahan 0 Rp - Dana 1 Rp 35.500.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Alokas
Operasiond atau Lapangan | yang disediakan (Dengan Umum
Stuan:Unit)
5.03.01.2.08 6.1 | Kegiatan Penyediaan Jasa Persentase ketersediaan jasa Tembilahan 100 Rp 118.877.500 Dana 100 Rp 138.200.000
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Operasional Kantor Alokas
Daerah (Dengan Stuan:Persen) Umum
5.03.01.2.08.01 6.1.1 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Tembilahan 4 Rp 2.000.000 Dana 4 Rp 3.700.000
Jasa Surat Menyurat Jasa Surat Menyurat (Dengan Alokas
Satuan:L aporan) Umum
5.03.01.2.08.02 6.1.2 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Tembilahan 12 Rp 100.950.000 Dana 12 Rp 109.500.000
Jasa Komunikasi, Sumber Jasa Komunikasi, Sumber Daya Alokas
DayaAir dan Listrik Air dan Listrik yang Umum
Disediakan (Dengan
Satuan:L aporan)
5.03.01.2.08.04 6.1.3 | Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Laporan Penyediaan Tembilahan 12 Rp 15.927.500 Dana 12 Rp 25.000.000
Jasa Pelayanan Umum Jasa Pelayanan Umum Kantor Alokas
Kantor yang Disediakan (Dengan Umum
Satuan:L aporan)
5.03.01.2.09 7.1 | Kegiatan Pemeliharaan Barang Persentase Sarana dan Tembilahan 100 Rp 743.619.600 Dana 100 Rp 249.000.000
Milik Daerah Penunjang Urusan Prasarana Pendukung Kinerja Alokas
Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah yang Umum
terpelihara dengan baik
(Dengan Satuan:Persen)
5.03.01.2.09.02 7.1.1 | SubKegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan Dinas Tembilahan 38 Rp 54.700.000 Dana 38 Rp 135.000.000
Jasa Pemeliharaan, Biaya Jabatan/Operasional/Lapangan Alokas
Pemeliharaan, Pajak, dan yang dipelihara dan Umum
Perizinan Kendaraan Dinas | dibayartkan perizinannya
Operasiond atau L apangan
5.03.01.2.09.06 7.1.2 | SubKegiatan Pemeliharaan | Jumlah Peralatan dan Mesin Tembilahan 35 Rp 12.000.000 Dana 35 Rp 14.000.000
Peralatan dan Mesin Lainnyayang Dipelihara Alokas
Lainnya (Dengan Satuan:Unit) Umum
5.03.01.2.09.09 7.1.3 | SubKegiatan Jumlah Gedung Kantor dan Tembilahan 1 Rp 676.919.600 Dana 1 Rp 100.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Bangunan Lainnyayang Alokas
Gedung Kantor dan Dipelihara/Direhabilitasi Umum
Bangunan Lainnya (Dengan Satuan:Unit)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Manajemen Karier dan
Administras Kepegawaian yang Terintegrasi
5.03.02.2.01 PROGRAM KEPEGAWAIAN Indeks Manajemen ASN Tembilahan 70 Rp 605.260.000 Dana 75 Rp 4.182.691.824
DAERAH (Dengan Satuan : Persen) Alokas
Umum
5.03.02.2.01.04 | 1.1 | Kegiatan Pengadaan, Persentase Pemenuhan Tembilahan 100 Rp 179.000.000 Dana 100 Rp 1.857.691.824
Pemberhentian dan Informasi Kebutuhan ASN yang diangkat Alokas
Kepegawaian ASN melalui Seleks Pengadaan Umum
ASN (Dengan Satuan: Persen)

11-9




5.03.02.2.01.06 111 | SubKegiatan Evaluas Jumlah Laporan Hasil Evaluas Tembilahan 1 Rp 150.000.000 Dana 2 Rp 1.079.154.824
Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN (Dengan Alokas
Pengadaan ASN Satuan:L aporan) Umum
5.03.02.2.01.08 1.1.2 | SubKegiatan Koordinasi Jumlah Dokumen Hasi| Tembilahan 175 Rp 9.000.000 Dana 220 Rp 195.000.000
Pelaksanaan Administrasi kegiatan Koordinasi Alokas
Pemberhentian Pelaksanaan Adminigtras Umum
Pemberhentian (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.01.11 1.1.3 | SubKegiatan Fasilitasi Jumlah Lembaga Profesi ASN Tembilahan 2 Rp 20.000.000 Dana 2 Rp 234.000.000
Lembaga Profesi ASN yang Difasilitas (Dengan Alokas
Satuan:L embaga) Umum
5.03.02.2.01.12 1.1.4 | SubKegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasl| Tembilahan 0 Rp - Dana 6 Rp 153.141.000
Data Kepegawaian Pengel olaan Data K epegawaian Alokas
(Dengan Satuan:Dokumen) Umum
5.03.02.2.02 1.1.5 | SubKegiatan Evaluas Jumlah Laporan Hasil Evaluas Tembilahan 0 Rp - Dana 3 Rp 196.396.000
Data, Informas dan Sistem | Data, Informas dan Sistem Alokas
Informasi Kepegawaian Informasi Kepegawaian Umum
(Dengan Satuan:L aporan)
5.03.02.2.02.01 | 2.1 | Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN Persentase aparatur yang Tembilahan 80 Rp 74.000.000 Dana 80 Rp 357.588.000
menjabat sesuai  dengan Alokas
syarat kompetens jabatannya Umum
(Dengan Satuan:Persen)
5.03.02.2.02.02 2.1.1 | SubKegiatan Pengelolaan Jumlah Dokumen Hasil Tembilahan 2 Rp 45.000.000 Dana 2 Rp 145.145.000
Mutasi ASN Pelaksanaan Mutas Jabatan Alokas
Pimpinan Tinggi, Jabatan Umum
Administrasi, Jabatan
Pelaksana dan Mutasi ASN
antar Daerah (Dengan
Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.03 2.1.2 | SubKegiatan Pengelolaan Jumlah Pengelolaan Kenaikan Tembilahan 12 Rp 29.000.000 Dana 12 Rp 212.443.000
Kenakan Pangkat ASN Pangkat ASN (Dengan Alokas
Satuan:Dokumen) Umum
5.03.02.2.03.01 | 3.1 | Kegiatan Pengembangan Persentase Penyelenggaraan Tembilahan 48 Rp 337.260.000 Dana 48 Rp 1.612.412.000
Kompetens ASN Pengembangan Kopetens ASN Alokas
(Dengan Satuan:Persen) Umum
5.03.02.2.03.04 3.1.1 | SubKegiatan Peningkatan Jumlah ASN yang Meningkat Tembilahan 78 Rp 336.260.000 Dana 185 Rp 1.242.412.000
Kapasitas Kinerja ASN K apasitasnya (Dengan Alokas
Satuan:Orang) Umum
5.03.02.2.04 3.1.2 | SubKegiatan Pengelolaan Jumlah ASN yang Tembilahan 2 Rp 1.000.000 Dana 12 Rp 370.000.000
Pendidikan Lanjutan ASN Mendapatkan Pendidikan Alokas
Lanjutan (Dengan Umum
Satuan:;Orang)
5.03.02.2.04.02 | 4.1 | Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Persentase ASN yang memiliki Tembilahan 100 Rp 15.000.000 Dana 100 Rp 355.000.000
Kinerja Aparatur KinerjaBaik (Dengan Alokas
Satuan:Persen) Umum
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5.03.02.2.04.02 4.1.1 | SubKegiatan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasl| Tembilahan 3 Rp 4.000.000 Dana 3 Rp 105.000.000
Penilaian dan Evaluas Pelaksanaan Penilaian dan Alokas
Kinerja Aparatur Evaluas Kinerja Aparatur Umum
(Dengan Satuan:Dokumen)
5.03.02.2.04.04 4.1.2 | Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah ASN yang Diberikan Tembilahan 270 Rp 3.000.000 Dana 280 Rp 150.000.000
Pemberian Penghargaan Penghargaan (Dengan Alokas
Bagi Pegawai Satuan:;Orang) Umum
5.03.02.2.04.08 4.1.3 | Sub Kegiatan Pengelolaan Jumlah Laporan Hasl| Tembilahan 1 Rp 8.000.000 Dana 1 Rp 100.000.000
Penyelesaian Pelanggaran Pengel olaan Penyelesaian Alokas
Disiplin ASN Pelanggaran Disiplin ASN Umum
(Dengan Satuan:L aporan)
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN Indeks Pengembangan Tembilahan 55,6 Rp 1.168.870.000 Dana 55,7 Rp 1.118.407.926
SUMBER DAYA MANUSIA Kompetensi ASN (Dengan Alokas
Satuan: Per sen) Umum
5.04.02.2.01 1.1 | Kegiatan Pengembangan Persentase ASN yang Tembilahan 80 Rp 144.450.000 | APB Dana 80 Rp 200.000.000
Kompetensi Teknis mengikuti Pendidikan dan Alokas
Pelatihan Teknis (Dengan Umum D
Satuan:Persen)
5.04.02.2.01.03 11.1 | SubKegiatan Jumlah ASN yang Mengikuti Tembilahan 10 Rp 144.450.000 Dana 10 Rp 200.000.000
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetens Alokas
Pengembangan Kompetens | (Dengan Satuan:Orang) Umum
Teknis Umum, Inti, dan
pilihan bagi Jabatan
Administras
Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren,
Perangkat Daerah
Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum
5.04.02.2.02 2.1 | Kegaiatan Sertifikasi, Persentase ASN yang Tembilahan 40 Rp 1.024.420.000 Dana 40 Rp 918.407.926
Kelembagaan, Pengembangan Mengikuti Pengembangan Alokas
Kompetens Mangjerial dan Kompetens (Dengan Umum
Fungsional Satuan:Persen)
5.04.02.2.02.07 2.1.1 | SubKegiatan Jumlah Laporan Hasil Tembilahan 2 Rp 1.024.420.000 Dana 3 Rp 918.407.926
Penyelenggaraan Penyelenggaraan Alokas
Pengembangan Kompetensi | Pengembangan Kompetens Umum
bagi Pimpinan Daerah, bagi Pimpinan Daerah, Jabatan
Jabatan Pimpinan Tinggi, Pimpinan Tinggi, Jabatan
Jabatan Fungsional, Fungsional, Kepemimpinan,
Kepemimpinan, dan dan Prgjabatan (Dengan
Prajabatan Satuan:L aporan)
TOTAL Rp 7.807.917.900 Rp 12.463.319.702
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BAB IV

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA KAB. INDRAGIRI HILIR TAHUN 2026

PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN / BIDANG TARGET | peaijoag | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2027
INDIKATOR PROGRAM / | AKHIR CAPAIAN
N0 KODE URUSAN ' PROGRAM KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / REGIATAN RENSTRA | REMAOPD | "CorbiN | Tancer PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN OPD | TAHUN2024 05 2026 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS! SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
1 H ] 4 ] ] 7 ] ] 0 1" 17 12 14 13 1 17
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 7.507.017.900,00 12463.310.702,00
5 UNSUR PENUNJANG 7.807.017.000,00 12.462.310.702.00
URUSAM PEMERINTAHAN
503 KEPEGAWAIAN 6.630.047.900,00 11.344.011.776,00
1| 50301 PROGRAM PENUNJANG £.033.787.600,00 . 7.162.210.952.00
URUSAN PEMERINTAHAN
KABUPATENKOTA
‘me Persentase Pemenuhan | 100 100 100 100 6.033.787.00000 | - . . . - . 746221095200 | -
Perkantoran | Administrasi
20301200 Peroncanaan, Persontase Perencanaan . 100 persen 12.000.000.00 Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiab. intil . 23.700.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Penganggaran. dan Evaluas! | Aineria dan pelaporan kineria treformasi | FMASH DAN PENGEMBANGAN
Kinera Peranghat Daeran yang dsusun Sesual stancar potth, TATA SUMBERDAYA MANUSA

Pukum dan | KELOLA

serta momp | ya tata

i
Tl

500012010001 | Peny L Perargaat Daeran

Jurniah Dokiumen 3 Dokismen 2.000.000,00 | Kab. indragiri DANA ALOKAS! | Memperkua

Perencanaan Perangkat Hir, Tembiahan, | UMUM (DAU) | tretormas

Dacran Tembsanan Kota polts,
Puikumn dan

;
g
E

3.400.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
MBANGAN

TATA SUMBERDAYA MANUSIA

T
i
e

§
I

503012010007 | Evaliasi Kinerjs Perangkal Daerah
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAR) RENCANA
URUSAN) INDIKATORPROGRAM/ | AKHIR | REALISASI | “capaan JREMEY;
KODE LLE KEGIATAN/SUB | PERIODE | nEAPAIAN, | TARGET RENJA s A
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
suB TAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET PAGU INDIKATIF (Rp)
oen ~ ] NASIONAL | DAERAH
2 2 4 L] L] T L] L] 10 " 12 E] 1 13 1 17
Jumian Laporan Evalas 8 Laporan 10.000.000.00 | Kab. inarage DANA ALDKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemkab. inha 20300 000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Kinerja Pevanghat Daerah Hilr, Tornbiahan, | LIMUM (DAL} treformast | AMASH DAN PENGEMBANGAN
Tembitanan Kota POt TATA SUMBERDAYA MANUSA
fubum dan | KELOLA
birokrasi, | Meoninghatn
seria memp | ya tata
eriuat porc | heloia pem
egahan dan | enntatan
peroecrant | yang
asan Deronertas)
worupsl. pada
ramoba, layanan
e gan pe | borbasis
nyetucupan | elekirontk
3.00.01.202 Admirisras Keuangan Pevangkat Daerah 100 porsen 4.012.018.100.00 Mempenua | TRANSFD | ASN Pemiad. inta 4731.019.992.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Porangual Dasran Porsentase treformast | RMASI DAN PENGE MBANGAN
Keuangan yang dsusan potth. TATA SUMBEADAYA MANUSIA
sesuai stanciar (Dengan Pk dan | KELOWA
Persen) birckrasi, | Meningkatn
seria memp | ya tata
eruat perc | keloa pem
egahan dan | enntatan
perroerant | yang
asan beronertas
werupsl. paca
ramoba. ayanan
. gan pe | berbasis
ryelusupan | elekironi
5.03.01.2.02.0000 Ponyediaan Gajl gan Tunjangan ASN
Jdumiah Orang yang 43 4.012018.100.00 | Kab. indragin DAMNA ALOWAS! | Memperius | TRANSFO | ASN Pemiab. inh 4T3 019.992.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Menenma Gay aan Orangutan Hiir, Tembiahan. | LIMUM (DAL treformast | RMASH DAN PENGEMBANGAN
Turyangan ASN Termbtiahan Kota ot TATA SUMBERDAYA MANUSIA
hukum dan | KELOLA
birokrasi, | Meningkatn
serta memp | ya tata
erkuat perc | keloia pem
egahan gan | enrtatan
pemberant | yang
asan berariontasi
Rorupst pada
maroba, layanan
. gan pe | berbasis
myetucupan | chokironix
80301203 Peg ASN 100 persen 20 000000 00 Memperkua | TRANSFO | ASN Pemkab. inrdl "e BADAN KE|
Poranghat Daeran u-w.&-,:‘-u treformasi | AMASH DAN PENGE MBANGAN
rangha Pengembangan o, TATA SUMBERDAYA MANUSA
(Dengan ik dan | KELOLA
Satuan Persen) birokras. Maninghatn
seria memp | ya tata
eruat penc | kelola pem
egahan aan | enntahan
pemberant | yang
‘asan beronertasi
worupst. paca
ramota. wyanan
. gan pe | borbasis
nyeludupan | elextronik
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iy TARGET [ poicne, | PRAKRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN P A
o URUSAN/ e | S g i KELOWPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / TAN RENSTRA REMJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
TAHUN 204 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
o -~ - NASIONAL | DAERAH
2 3 4 5 o 7 L] [ 10 " ” 1 " (L] 10 7
503012020007 | Pemutangan Pegawal yang Meninggal cisiam Melaksanakan Tugas
Jumiah Laporan Hasd 2 Laporan 20.000.000.00 | Kab. Indragn DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiab. inmi 99.500.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Pemutangan Pagawal yang Har, Tembtahan. | UMUM (DAL) | tretormasi | RMASH DAN
Meninggai daiam Tembilahan Kota poili, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Meksanakan Tugas Phukum dan | KELOLA
tirckrasi, | Meningiatn
serta memp | ya tata
‘eruuat penc | keicia pam
‘egahan aan | enntahan
pemberant | yang
asan beronentas!
orups. paca
ramoba. layanan
. gan pe | berbasis
ryekusupan | eloktronik
503012050010 | 5 At gt ¥
Jumizh Orang yang 100 Orang 0.00 | Mab. indragin DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiat. inht 20.300.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Mengiut Sosuiss M, Temnbiahan, | LIMUM (DALY tretormasi | AMASI DAN PENGE MBANGAN
Peraturan Tembiahan Kota jpoitk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Perundang-Undangan hukum dan | KELOLA
birckrast, | Meningkatn
serta memp | ya tata
ernuat perc | ket pem
egahan dan | enntahan
pemberant | yang
asan beronentas!
Norupst paca
L \ayanan
k. can pe | berbasis
nyelsoupan | elextroni
5.03.01.200 Jmuem F Sarana 100 persen 527.272.700.00 Memperiua | TRANSFO | ASN Pemiab. infil 1.863.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Peranghat Daeran Prasarana samirvsrasi treformasi | FMASH DAN PENGEMBANGAN
periantoran dalam konasi poth. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
bavk (Dengan hulkum dan | KELOLA
Satuan Persen) birchrasi, | Meningkatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | kelcia pem
egahan can | erintahan
pemberant | yang
asan beronentas!
horupel, jpaca
ramota, | layanan
9. aan pe | berbasts
myeludupan | elekironik
5010120060001 | Penyediaan Komponen instalasi
Listrix Penerangan Bangunan Kantor
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ARGET PRAKIRAAN KINERJA KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN/BIOANG | wkATOR PROGRAM | |  AKGIR CAPAIAN caPAN o T
KODE URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN  SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA REMJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKAS! SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
o = ] NASIONAL | DAERAH
H E] 4 s [} 7 ] ] 10 1 12 17 14 13 1 17
Jumiah Paket Komponen 1 Paket 2004.000.00 | Kab. Indragri DANA ALOWAS! | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemiad. bl 2.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Instalasi Listri Penerangan My, Temnbiahan, | UMUM (DALY treformast | RMASI DAN PENGE MBANGAN
Bangunan Kankor yang Tembitahan Kota polth, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Deseciakan rukum dan | KELOLA
birchrast. | Meninghatn
serta memp | ya tata
erkuat perc | kelola pem
egahan dan | erintahan
pemberant | yang
azan beronentas
horupsl, pada
nancba, | layanan
Judk, dan pe | berbasis
nyeludupan | eletronik
5.03.01.2.00.0002 y F ghapan Kantor
Jumiah Paket Peraiatan dan 12 Paket 133.429.200 00 | Kab. indragin DANA ALOWASI | Memperhua | TRANSFO | ASN Pemkab. inhil 130 BADAN KE
Periengkapan Kanor yang Hiw, Tembiahan, | UMUM (DAU) treformasi | AMASIH DAN PENGEMBANGAN
Desectzhan Tentslanan Kota ot TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pukum dan | KELOLA
birckrasi, | Meningkatn
serta memp | ya tata
erkwat penc | kelota pem
egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan berorentas!
horupst, pada
narkaba, layanan
Juck, can pe | berbasis
eletronik
503012000004 | Penyediaan Bahan Logisti Kantor
Jumiah Paket Bahan Logistk 12 Paket 68.720.000.00 | Kab. indragiri DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemikat. inhil 127.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Kanfor yang Disechakan Hir, Ternbiiahan, | UMUM (DALY treformast | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Tembianan wota ol TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pukim dan | KELOLA
birokrasl, | Meningkatn
serta memp | ya tata
eruat penc | keloa pem
egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan berarentas!
horupsl, pada
namoba, layanan
Judk, dan pe | berbasis
myeludupan | elekironik
2.03.01.2000005 | Penyeciaan Barang Cetakan dan Penggandaan
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p—— T CAPAIAN KINERIA DAN KERANGKA PENDANAAN N
KODE URUSAN | PROGRAM / ‘““““m“ { PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN | KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD 0PD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PPAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
e - - NASIONAL | DAERAH
2 3 4 L] [} 7 ] L] 10 " ” 1 14 15 L] "”
Jumiah Paket Barang 12 Paket 15.311.300.00 | Kab. Indragn DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemkat. inti 26.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Cetakan dan Perggandaan Hiir, Tembiahan, | UMUM (DAL Ireformasi | AMASI DAN PENGEMBANGAN
yang Disectakan Tembitanan Kota poitk. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
hukum dan | KELOLA
birchrasl, | Meningiatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | Keloia pem
egahan dan | enntahan
pemberant | yang
asan beronentas:
Korupst pada
nakoba, | layanan
ud. dan pe | berbasis
nyeludupan | elextrontk
5.03.01.2.00.0000 Penyediaan Banan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Jumiah Dokumen Banan 4 Dokumen 0,00 | Kab. ingrag DANA ALOKAS! | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemkab. inti 0.000.000.00 | BADAN KEP
Bacaan aan Peraturan Wi, Temblahan, | UMUM (DAL} | tretormast | RMASI DAN PENGEMBANGAN
Perundang Uingangan yang Temtalanan Kota poith TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Oectakan hukum dan | KELOLA
birokrasl, | Meninghatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | kelota pem
egahan dan | enntahan
pemberant | yang
asan beronertas
Kotupst pada
narkoba, layanan
o, dan pe | berbasts
nyeiugupan | elextronik
303012000009 | Penyetenggaraan Rapat Koordnasi dan Konsultasi SKPD
Jumish Laporan 12 Laporan 303.808.000.00 | Kab. inaragin DANA ALOWASI | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiab. inhd 1.549.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Penyelenggaraan Rapal Hiw, Temblatan, | UMUM (DAU) | treformasi | RMASI DAN PENGEMBANGAN
Koordinas! dan Konsultas/ Tembiahan Kota poitk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
SKPO hukum dan | KELOLA
birckrasl, | Meningkatn
serta momp | ya tata
enat penc | keloia pem
egahan dan | enntahan
pemberant | yang
asan berorientas:
horupst paca
ramota, | layanan
jud. dan pe | berbasis
nyeiugupan | elektronik

V-5




URUSAN/ SIOANG TARGET | cotcasy | PRAKRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN S
URUSAN/PROGRAM/  NIKATOR PROGRAM/ | AKHIR | "capujay | CAPAIA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE TARGET RENJA
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPDTAHUN | TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
o ] b NASIONAL | DAERAH
2 3 4 3 [} 7 ] L L] " H 13 " " L] 17
20301.207 Pengadaan Barang Milk Persentase Pemenuhan 100 persen 000 Memperiua | TRANSFO | ASN Pemiab. intil 33.500.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Daerah Sarana can Prasarana treformast | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Pemennian Daerah Pencusung Kinerja poltk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Povanghal Dascah (Dengan huim dan | KELOLA
Satuan Persen) birckrasl. | Meningkatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | kelol pem
egahan aan | enntatan
pemberant | yang
asan beronentasi
horupel. paca
rankoba. layanan
jud, gan pe | berbasis
ryekudupan | elextronik
503012070002 | Pengadaar Dinas Op atau Lapangan
Jumiah Unit Kendaraan 1 U 000 | Kab. Ingragin DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemkab. inhil 33.500.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Omas Operasional atau iy, Tembiahan, | UMUM (DALY treformast | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Lapangan yang Disectakan Tembilanan Kota [ TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pukum dan | KELOLA
birokrasi, | Meninghatn
serta memp | ya tata
erwat penc | keloi pem
eganan gan | enrtanan
pemberant | yang
asan betonentast
Rorupst, pada
naoba, | layanan
jud, gan pe | berbasis
Pyelutupan | elextronik
50001208 ¥ Jasa jang | # 100 persen 118.877.200,00 Memperiua | TRANSFO | ASN Pemiab. inht 138.200.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Urusan Pemerntahan Sarana can Prasarana treformasi | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Daerah Kinerja poiltk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pevangiat Dasrah (Dengan hukum dan | KELOLA
birckrast, | Meninghatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | kelola pem
egahan gan | enntanan
pemberant | yang
asan betorientasi
horupst, pada
ramoba, | layanan
Jud, dan pe | berbasis
myelutupan | elektronik
5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
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TARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN BIDANG | woIKATOR PROGRAN/ |  AKHIR CAPAIAN = bt
KODE URUSAN | PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA REMJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
sus TAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
o0 =5 = NASIONAL | DAERAH
2 ] 4 ] [} 7 ] ] 10 1" 2 12 1" 13 1 17
Jumiah Laporan Penyediaan 4 Laporan 2000.000.00 | Kab. indragin DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiat. inkt 3.700.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Jasa Surat Menyurat iy, Tembiahan, | UNUM (DALY treformast | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Tembianan Kota poltk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
hukum dan | KELOLA
birckrasi. | Meningkatn
serta memp | yatata
erkuat penc | keloia pem
egahan gan | erintahan
pemberant | yang
asan beronentas:
orupsl paca
namota layanan
oo gan pe | berbasis
nyslutupan | elektronik
501012080002 | Penyediaan Jasa Komuniasi, Sumber Daya Ar dan Listrik
Jumiah Laporan Peryeciaan 12 Laporan 100.990.000.00 | Kab. inaragn DANA ALOKAS! | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemiab. infl 109.300.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Jaza Komunias!, Sumber Hor, Semua. IUMUM (DALY treformasl | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Daya Air dan Lisinix yang Kecamatan, poitk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Desectakan Semua KetDesa hutum dan | KELOLA
Kab. Incragri birckrasl, | Meningkatn
Hir, Temblahan, serta memp | yatata
Tembilanan Kota erkuat penc | keioia pem
egahan can | enntahan
pemberant | yang
asan teronentas:
Korupst. paca
ramsta layanan
pas, dan pe | berdasis
Pyeludupan | elextrontk
5.03.01.208.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumiah Laporan Penyociasn 12 Laporan 15.927.500,00 | Kab. indragiri DANA ALOWAS! | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemiab. infl = G
Jasa Pelayanan Umum HEr, Tembiatan, | UMUM (DAY} | tretormast | AMASH DAN PENGEMBANGAN
Kanfor yang Disechakan Tembilahan Kota poilti, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
hutum dan | KELOLA
birckrast. | Meningkatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | keloia pem
egahan dan | enntahan
pemberant | yang
asan berorientas:
KorupsL paca
ramota, | layanan
9. aan pe | berbasis
Pyelutupan | elexroni
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ARGET CAPAIAN KINERJA KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN/BIOANG. | wowATOR PROGRAM |  AKHIR CAPAIAN o TAIRN 2587
KODE URUSAN | PROGRAM | KEGIATAN | SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME / KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
o — — NASIONAL | DAERAH
2 ] 4 ] L] 7 L] L] w " 2 13 1“4 1] " 17
50301209 Pemotharaan Barang Milk. | Persentase Sarana dan 100 persen 743.819.800.00 Memperiua | TRANSFO | ASN Permiab, intil 249.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Daerah Perunjang Lrusan Prasarana treformas! | RMAS DAN PENGEMBANGAN
Pemerntanan Daerah Kinerja Perangkat Daerah poltik, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
yang lerpelthara dengan bak Puikum dan | KELOLA
(Dengan Satuan-Persen] birokrasi, | Meningiatn
serta memp | ya tata
erkuat perc | helola pem
egahan dan | enntahan
pemberant | yang
asan beronentas:
Korupsl paca
narkoba. | layanan
Juck, can pe | berbasis
nyelucupan | elewtronik
5.03.01.209.0002 Peny Jasa F Blaya F Pajak dan Periznan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumiah Kengaraan Dinas 38 Unt 34.700.000.00 | Kab. indragr DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiab. inft 133.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Operasional atau Lapangan Hiw, Temblahan. | UMUM (DAU) treformast | AMASH DAN PENGEMBANGAN
yang Dipeihars dan Tembilanan Kota polth. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Abayaran Pk dan huskeiam dan | KELOLA
Perizinancya birckrasi, | Meningkatn
serta memp | ya tata
erkuat perc | kelola pem
egahan dan | enintahan
pemberant | yang
asan beronentas!
horupsl, pada
ramkgba. | layanan
. dan pe | berbasis
nyeludupan | elekdronik
501012080000 | Pemelharaan Peraiatan dan Mesh Lainnya
Jumiah Peralatan can Mesin 33 Unat 12.000.000.00 | Kab. Incrager DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiab. il 14.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Lainnya yang Dipethara Hilr, Tembiahan. | UMUM (DAL} troformasi | RMASI DAN PENGEMBANGAN
Tembiahan Kota ot TATA SUMBERDAYA MANUSIA
hukim dan | KELOLA
birckrasl, | Meningkatn
seria memp | ya tata
eriat penc | helola pem
egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan beronentas!
horupsl, paca
namaba, layanan
juk. dan pe | berbasis
nyelutupan | elekironik
503012090008 | F Geaung Kanior gunan Lainnya

V-8




URUSAN | BIDANG TARGET | oeyijeng) | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN "‘mm“wm
OB uRUSAN, PROGRAM | | WORATORFROGRAMY | WK | ‘capain | CAPAAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
SUB KEGIATAN TAHUN 2024 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
i o - NASIONAL | DAERAH
2 a 4 L] L] t / B L] w0 " "2 AL 14 (L] 10 7
dumiah Gedung Kanior dan 1 Lt 676.919.000,00 | Kab. DANA ALOKASI | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemkab. intt 100.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Bangunan Lainnya yang Hiw, Tormbiahan, | UMUM (DAL treformasi | RMASI DAN PENGEMBANGAN
Dpeinya Direnatsitas Terntsiahan Kota ot TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Tusum dan | KELOLA
birckrasi, | Meninghatn
serta memp | ya tata
ernust penc | keloia pem
egahan dan | erintanan
pemberant | yang
asan beronentasi
morupst, paca
namoba, ayanan
juck, can pe | berbasis
myeludupan | elektronix
5.00.02 605.260.000,00 4.182.601 824,00
KEPEGAWAIAN DAERAH
lwrm Indeks Manajemen ASN 0 60 65 o 605.260.000,00 | - 4.182.601.824,00 | -
20202201 o 100 persen 175.000,000,00 Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiab. inta 1,837 051 £24.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
can peg. ASN yang treformast | AMASH DAN PENGEMBANGAN
ASN ianghat melaks Selekst polts. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pengadaan ASN (Dengan hukum dan | KELOLA
Satuan Persen) birokrast, | Meninglatn
seria memgp | ya tata
erkuat perc | keloia pem
egahan gan | erintahan
pemberant yang
asan beronentasi
orupsl, pada
ramoba, | layanan
. gan pe | bermasis
myelcupan | clektronik
5.00.02.201.0004 Evalias Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
Jumniah Laporan Hast 1 Laporan 130.000.000.00 | Kat. indrage DANA ALOWAS! | Mempeniua | TRANSFO | ASN Pemiab. infil 1.079.154 824,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Evalasi Pengadasn ASN Hiwr, Temblahan, | UMUM (DAL) | tretormas | AMAST DAN PENGEMBANGAN
Tembianan Kota polti. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
rukm dan | KELOLA
tirckrasl, | Meninghatn
seria memp | yatata
erkuat penc | keloa pem
‘egahan dan erirtahan
pemberant | yang
asan beronentast
orupst. paca
naoba, ayanan
ek, dan pe | berbasis
nyelutupan | elekironik
5.03.02201.0006
Pembernentan
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ARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN BOMG | woaronprocaau/ | womn | REAUSASI | PRAREAL o bisiannkaod
KODE URUSAN ' PROGRAM / KEGIATAN / SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN | KEGIATAN RENSTRA REMJA OPD OPD TAHUN TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
KEGIATAN TAHUN 204 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
- - . NASIONAL | DAERAH
2 E] 4 L] ] 7 L] L L] 1" 2 13 " 19 1 17
Jumiah Doumen Hass 173 9.000.000,00 | Kab. indragn DANA ALOWAS! | Momperhua | TRANSFO | ASN Pemkab. inni 193.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
hegratan Koordnas! Dokumen Hilr, Tombiahan, | UMUM (DALY treformast | RMASI DAN
Prlhsanasn Adminsas Temtilahan Kota pottk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pempbernentan hukcam dan | KELOLA
birckrasi, | Meningiatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | kelota pem
egahan dan | enntahan
pemberant yang
asan beronentas!
horupst, pada
naroba. yanan
. gan pe | berbasis
nyeludupan | elektronik
503022010008 | Fasitasi Lembaga Profesi ASN
Jumiah Lembaga Profes! 2 Lembaga 20.000.000.00 | Kab. Indragin DANA ALOXAS! | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemkab. infil 234 000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
ASN yang Dtasatas! Hir, Ternbianan, | UMUM (DALY treformast | RMASI DAN PENGE MBANGAN
Tembilanan Kota potth, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
hukum dan | KELOLA
birckrast, | Meningkatn
serla memp | yatala
erkwat perc | ketoa pem
egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan beronentasi
orupsl, pada
markoba, layanan
. dan pe | berbasis
nyelutupan | elektronik
30302201 0011 Pengeiolaan Data Kepegawaan
Jumiah Dokumen Hast © Dokumen 0.00 | Kab. incragin DANA ALOWAS! | Momperiua | TRANSFO | ASN Pemkab. inni 153.141.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Pengetoiaan Data Hiir, Tembiahan, | UMUM (DAL treformast | RMASI DAN PENGE MBANGAN
Kepegawaan Temtilahan Kota poltk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
hukum dan | KELOLA
birckrast. | Meningkatn
weorta memp | ya tala
erkuat perc | kelota pem
eganan gan | enntahan
pemberant yang
asan beronentas!
Rorupsl, paca
ranoba. layanan
Jick, can pe | berbasis
Pyelutupan | elextronik
503022010012 | Evalas Data, Sistem
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ARGET PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN BOANG | wowaron pRoGRAM/ | AR | REAUSAS! | PEABRIAN g -
KODE URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN  SUB PERIODE CAPAIAN TARGET RENJA KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD OPDTAHUN | TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
suB TAN TAHUN 204 PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
oo el - NASIONAL | DAERAH
2 3 ] ] [} 7 ] L 10 " ” 1 " L] 10 "”
Jumiah Laporan Mast 3 Laporan 0.00 | Kab. Indragin DANA ALOKASI | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemkab. inhi 150.396.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Evauasi Data, informas! dan Wiy, Tembilanan, | UMUM (DALY trelormasl | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Satern informas! Sermua KeiDesa poit, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Kepegawalan Puium dan | KELOLA
birckrasi, | Meninghatn
serta memp | ya tata
erkuat penc | kelo pem
eganan dan | erintanan
pemberant | yang
asan berorentas)
horupst paca
rakoba, | layanan
ua. dan pe | berbasis
nyelugupan | elektronik
5.0302.202 Mutas! dan Promos! ASN Persentase aparatur yang B0 persen 74,000,000.00 Memperkua | TRANSFO | ASN Pemiab. innd 357.586.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
menjabal sesual dengan Ireformasl | AMASI DAN PENGEMBANGAN
syarat kompetens! poitk, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
(Dengan hukum dan | KELOLA
Satuan Persen) birghrasi, | Meninglatn
serta memp | ya tata
eriual penc | keloia pem
eganan dan | enntanan
pomberant | yang
asan beronentas!
horupsi, pada
rancta, | layanan
jud. aan pe | berbasis
nyeiugupan | elektronii
503022020001 | Pergeiciaan Mutast ASN
Jurmiah Dokumen Hast 2 Dokumen 43.000.000.00 | Kab. Indragi DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemkab. inhil 143.143.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Pelaxsanaan Mutas! Jabatan Wi, Tembilahan, | UMUM (DAL treformasl | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Pmpinan Tinggy, Jabatar Tembuanan Kota poitik, TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Acminisirasl, Jabatan hukum dan | KELOLA
Pelaxsana dan Mutasi ASN birckrasl, | Meningkatn
antar Daeran serta memp | ya tata
erkuat penc | kelo pem
egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan beronentas!
horupst paca
ramoba, | layanan
Jud. dan pe | berbasts
nyeludupan | elektronik
300022020002 | Pengelolaan Kenalkan Pangkat ASN
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TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PN SIS
URUSAN / BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR REALISASI TAHUN 2027
KODE | ! PERIODE CAPAIAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
TAN 0PD 204 2026 LOKAS!I SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
DAERAH
2 3 5 L} 0 " 13 " 10 17
Jumiah Pengeioisan 12 Dokumen Kab Ingragin DANA ALOKASI TRANSFO | ASN Pemiab, intil 212.443.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Kenaian Pangeat ASN iy, Tembilahan, | UMUM (DAL FMASI DAN PENGEMBANGAN
Temtslahan Kota TATA SUMBERDAYA MANUSIA
KELOLA
Meningiatn
yatata
keloia pem
erintahan
yang
berorentas:
paca
layanan
berbasis
elentronk
50002202 Peng: P ¥ L 48 persen TRANSFO | ASN Pemiab. intil 1.012.412.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
ASN Penyelenggaraan RMASH DAN PENGEMBANGAN
Pengembangan Kopetersi polti. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
ASN (Dengan KELOWLA
Satuan Persen) birchrasl, | Meningkatn
ya tata
helcta pom
erintahan
yang
beronentas:
paca
layanan
berbasis
elemironih
303022020001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
Jumiah ASN yang Meninghat 78 Orang Kab. Indragiri DANA ALOKAS! | Memperkua | TRANSFO | ASN Pemkab, infit 1.242.412.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Kapastasnya Hir, Tembiahan, | UMUM (DAL} RMASI DAN PENGEMBANGAN
Tembiahan Kota TATA SUMBERDAYA MANUSA
KELOLA
Meninghatn
yatata
sloia pem
erintahan
yang
berorientast
paca
layanan
berbasis
elextronk
300022000004 | Pengelolaan Pencidakan Lanjtan ASN
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TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAKIRAAN MAJU RENCANA
URUSAN | BIDANG INDIKATOR PROGRAM / AKHIR | REALISASI o TAHUN 2027
KO0E URUSAN,| 1| s | remoes | CAPMAN KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
OUTCOME | KEGIATAN / KEGIATAN RENSTRA RENJA OPD TARGET PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
sus TAN 0PD a4 2026 LOKASI SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
2 3 4 ] L] L] " 12 17 " 1 ”
Jumiah ASN yang 2 Orarg Kab. ingrage DANA ALOKAS! | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemiab. inmi 370 000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Mendapatan Pendidian Wi, Tembfahan. | UMUM (DAU) | treformas | FMASI DAN PENGEMBANGAN
Lanptan Tembianan Kata poltk. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Fukum dan | KELOLA
birkrasi, | Meningiatn
serta momp | ya tata
enwat perc | keloi pem
egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan beronentasi
horupsi, pada
rascta, | lyanan
Juck, can pe | berbasis
myelcupan | elestronik
20002204 Peraian dan Evaliasi Persentase ASN yang 100 persen Meomperiua | TRANSFO | ASN Pemkab. intal 35.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Kinerja Aparatur memitis Kinerja Bak treformast | RMASI DAN PENGE MBANGAN
(Dengan Satian Persen) polit. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
fusum dan | KELOLA
birkrasl, | Menmnghatn
serta memp | ya tata
eruat perc | keloa pem
egahan dan | erintahan
permoerant | yang
asan beronentasi
horupst, paca
rarkoba. | lyanan
ot can pe | berbasis
pyelscupan | eledront
503022040002 | Pelaksanaan Penfiaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
Jumiah Dokumen Hast 3 Dokumen Kab. inaragr DANA ALOMAS! | Memperiua | TRANSFO | ASN Pemkab. intil 103.000.000.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Pelaksanaan Pentaian dan Hiw, Temblahan, | UMUM (DAU) | tretormasi | RMASH DAN
Evaluasi Knerpy Aparatur Tembilahan Kota poltk. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
tukum dan | KELOLA
tirokrasi, | Meninghatn
serta memp | ya tata
eruat perc | keloa pem
‘egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan berorentasi
horupsl paca
rarcba, | yanan
Judk. can pe | berbasis
elektront

|

3.02.02.204 0004
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TARGET CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN PRAXIRAAN MAJU RENCANA
MNODIKATORPROGRAM/ | AKHIR | REALISASI TAHUN 2027
URUSAN | PROGRAM / CAPAIAN PERANGKAT DAERAH
KODE KEGIATAN / SUB PERIODE | pew s OPD PRIORITAS PENANGGUNG ;
KEGIATAN mw'l'nm TAHUN 2024 SUMBER DANA PAGU INDIKATIF (Rp)
MNASIONAL | DAERAH
2 . s L] " L+ 1 10 17
Jumian ASN yang Dibersan DANA ALOWAS!H TRANSED 120
LML (DALY tretormasi | FMASH DAN PENGEMBANGAN
otk TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pk dan | KELOLA
birckras. | Meningkatn
serta memp | ya tata
‘eriuat penc | keicia pom
eganan dan | enntahan
pemberant | yang
asan beronertas
horupsi, paca
namoba, ayanan
k. @an pe | berbasis
ryetadupan | atoktron
5.00.02 204 0008 Pengeiciaan Penyelesaan Pelanggaran Dispin ASN
Jumiah Laporan Hast DAMNA ALOWAS! | Memperkua | TRANSFO 100 BADAN
Pengeiciaan Penyeicsaan MU (DALY tretormasi | RMAS) DAN PENGE MBANGAN
Pelanggaran Dusipin ASN potm. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Pusum dan | KELOLA
birckrasl. | Meningkatn
seria memp | ya 1ata
ersat penc | kelota pem
eganan gan | enrtatan
m yang
asan berorentas:
worupst paca
namota. layanan
. @an pe | borbasis
yelasupan | etesironm
504 1.118.407.926.00
50402 PROGRAM 1.118.407 926,00
PENGEMBANGAN
SUMBER
L- W 5 1.118.407 526,00 | -
oo ASN
Kom,
Mana
1
50402200 o ASN yang 200,
Tekrs Penccsan dan treformast | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Pelalinan Tokns (Dengan TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Satuan Persen) Pukum dan | KELOLA
birchrasi, | Meningkatn
serta memp | ya tata
ervuat penc | keloia pem
eganan dan | enntahan
pemberant | yang
asan beronerias
rupst paca
namota, layanan
. @an pe | bermasis
myoluupan | elesdronik
5,04 02.2.01 0003 Tekris Umum. inel dan dan Urusan [re—
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: TARGET | po e | PRAKIRAAN CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN e .
| e e e | s | S AR KELOMPOK PERANGKAT DAERAH
KoDE OUTCOME | KEGTAN/ |  KEGATANISUB | FPERIODE | peja opp | TARGETRENIA [ oo PRIORITAS SASARAN PENANGGUNG JAWAB
5UB TAN 0PD TAHUN 2024 2025 20% PAGU INDIKATIF (Rp) LOKASI SUMBER DANA TARGET | PAGU INDIKATIF (Rp)
NASIONAL | DAERAH
2 ] ‘ ] 8 7 (] ] 0 " 2 (F] " 15 10 7
Aumiah ASN pang Mengiue 10 Orang 144.420.000.00 | Kab inaragnt | DAMNA ALOWAS! | Mempertua | TRANSFO | ASN Pemiat. ini 200.000.000,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Pengembangan Kompetens! Hiw, Tembiahan, | UMUM (DALY trelormasi | AMASI DAN PENGEMBANGAN
Tembianan Kota potts. TATA SUMBERDAYA MANUSUA
Pukum dan | KELOLA
birckrast, | Meninghatn
seria memp | ya tata
eruat penc | ketoia pem
egahan dan | erintanan
pemberant | yang
asan berorentas!
horupst. | pasa
ramoba, | lyanan
jud. dan pe | berbasis
myelscupan | elenronin
80402202 g ASN yang 40 persen 1.024.420 000,00 Mempertwa | TRANSFO | ASN Pemiab. inni $18.407 826,00 | BADAN KEPEGAWAIAN
- L P gikuts Peng 7 tretormast | AMASI DN PENGEMBANGAN
jerial dan Fung ¥ polts. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
Satuan Persen) hukum dan | KELOLA
tirchrasi, | Meningiatn
serta memp | ya tata
ekt penc | ketoia pem
egahan gan | erintanan
pemberant | yang
asan berorentas!
horupsi, | paca
ramoba, | layanan
s, dan pe | borbasis
myelucupan | eleuronik
5.04.02.2 02 0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bag! Pimpinan Daerah. Jabatan Prnpinan Tinggl, Jabatan Fungas epemimp danF
JAumish Laporan Hast 2 Laporan 102442000000 | Kab Ingragii | DANA ALOKAS! | Memperhua | TRANSFO | ASM Pemiab. inm $18.407 926.00 | BADAN KEPEGAWAIAN
Hir, Tembiahan, | UMUM (DALY treformast | RMASI DAN PENGEMBANGAN
Tembilahan Kota polts. TATA SUMBERDAYA MANUSIA
bag Pmpinan Daerah. Puuen dan | KELOLA
Jadatan Penpinan Tinggl. tirckrasi, | Meninghatn
Jabatan Fungsionai serta memp | ya tata
Kepemimpinan, dan erkual penc | kelola pem
Prajabatan ‘egahan dan | erintahan
pemberant | yang
asan beronentas!
honupst. pada
ramoba, | yanan
Jues. gan pe | berbasis
myetscupan | eleatronin
JUMLAH 7.807.917.600,00 12.462.310.702.00
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BAB V
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja-PD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026 merupakan puncak dari

tahapan perencanaan pembangunan tahunan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dokumen ini

telah mengakomodir hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, mempertimbangkan

permasalahan dan isu-isu strategis, serta menyelaraskan program pembangunan dengan

rencana kerja Pemerintah dan Pemerintah RKPD Indragiri Hilir Tahun 2026.

Selanjutnya, Renja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen perencanaan tahunan

yang memuat rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan, beserta target dan kebutuhan

pendanaan, yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan

instrumen pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

5.1 Catatan Penting

5.2

Terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian serius selama

proses pelaksanaan Renja ini:

a)

b)

Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan wajib difokuskan pada
pencapaian Sasaran Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang
telah ditetapkan pada Bab Il1. Program yang memiliki kontribusi terbesar terhadap
capaian SPM dan pengentasan Isu-isu Penting (Bab Il1) harus diutamakan dalam
realisasi anggaran.

Apabila ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam APBD tidak sesuai
dengan kebutuhan ideal (Pagu Indikatif) yang tercantum dalam Renja, maka
pelaksanaan program/ kegiatan dan sub kegiatan akan disesuaikan secara
proporsional. Penyesuaian wajib memperhatikan KUA dan PPAS, dengan tetap
mempertahankan program yang mendukung pemenuhan SPM sebagai prioritas
utama.

Pelaksanaan program/ kegiatan dan sub harus responsif terhadap perubahan
peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah yang mungkin terjadi

setelah Renja ini ditetapkan.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir berpedoman pada kaidah-kaidah berikut

untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas:



5.3

b)

Konsistensi

Pelaksanaan wajib konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD), RKPD, dan RKP (Pusat), serta mengacu pada Kebijakan Umum
APBD (KUA) dan PPAS Tahun 2026.

Transparan dan Akuntabel

Setiap alokasi anggaran dan realisasi program wajib dilaksanakan secara terbuka
dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Efisiensi dan Efektivitas

Pendekatan penganggaran berbasis kinerja harus diterapkan untuk memastikan
bahwa sumber daya digunakan secara optimal dan memberikan dampak maksimal

terhadap pencapaian target kinerja.

Rencana Tindak Lanjut

Setelah penetapan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 ini, rencana tindak lanjut

yang akan dilakukan adalah:

a)

b)

Renja ini akan menjadi pedoman utama bagi seluruh Bidang/Unit Kerja dalam
menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat
Daerah Tahun 2026

Dokumen ini akan digunakan sebagai dasar bagi proses pengendalian, pelaporan,
dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, baik secara triwulanan maupun tahunan.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Perangkat Daerah ini, Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk

melaksanakan seluruh rencana kerja yang telah disepakati demi keberhasilan pencapaian

sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Indragiri Hilir,

Agustia Nugroho, S.Sos
Penata Tingkat |
NIP. 198108142011021001
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